IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 MENGENAI PEMBATALAN   UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004  TENTANG SUMBER DAYA AIR by ISKANDAR, ANDI SUTOMU IQWAL
 SKRIPSI 
 
 
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 85/PUU-XI/2013 MENGENAI PEMBATALAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004  
TENTANG SUMBER DAYA AIR 
 
 
 
 
 
 
 
OLEH 
ANDI SUTOMU IQWAL ISKANDAR 
B 111 12 310 
 
 
 
 
 
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA 
FAKULTAS HUKUM 
 UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
i 
 
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 85/PUU-XI/2013 MENGENAI PEMBATALAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004  
TENTANG SUMBER DAYA AIR 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Bagian Hukum Tata Negara 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
 
disusun dan diajukan oleh 
ANDI SUTOMU IQWAL ISKANDAR 
B 111 12 310 
 
 
 
kepada 
 
 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
  
ii 
 
  
iii 
 
  
iv 
 
 
  
v 
 
ABSTRAK 
 
ANDI SUTOMU IQWAL ISKANDAR, B 111 12 310, Implikasi Hukum 
Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Mengenai 
Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber 
Daya Air (Dibimbing oleh Anshori Ilyas, selaku Pembimbing I dan 
Zulkifli Aspan, selaku pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim 
Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan 
pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air, serta untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah 
Konstitusi mengenai pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air.  
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan 
pendekatan secara normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu 
penelitian kepustakaan (library research). Data dilengkapi dengan data 
primer dari hasil analisis UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 85/PUU-XI/2013, berbagai peraturan perundang-undangan, 
putusan, dan data sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel, karya 
ilmiah, jurnal, media cetak, majalah dan website) dan  dianalisa secara 
content analysis. 
Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Pertama, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 merupakan hal 
yang bijaksana dengan pertimbangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air mengandung muatan penguasaan dan 
monopoli oleh pihak swasta atas sumber daya air bertentangan dengan 
amanat UUD NRI 1945 yaitu sumber daya alam dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua, Hakim 
Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mengisi kekosongan hukum akibat 
pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air, memberikan penafsiran baru terkait hak menguasai negara dengan 
meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh negara atas 
sumber daya alam, dan memberikan enam pembatasan ketat bagi 
pengusahaan sumber daya air sebagai upaya  untuk  menjaga kelestarian 
dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa. 
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ABSTRACT 
 
ANDI SUTOMU IQWAL ISKANDAR, B 111 12 310, Legal Implications 
of Constitutional Court Decision No. 85 / PUU-XI / 2013 Concerning 
the Cancellation Act No. 7 of 2004 on Water Resources. 
(Guided by Anshori Ilyas, as Supervisor I and Zulkifli Aspan, as a 
mentor II). 
This study aims to determine the consideration of the Constitutional 
Court judges in decisions regarding the cancellation of Law No. 7 of 2004 
on Water Resources, as well as to know the legal implications of the Con-
stitutional Court regarding the cancellation of Law No. 7 of 2004 on Water 
Resources. 
This type of research is research with normative approach, the data 
collection techniques are library research (library research). Data furnished 
by primary data from the analysis of the Constitution NRI, 1945, the Con-
stitutional Court Decision No. 85 / PUU-XI / 2013, various laws and regula-
tions, judgments, and secondary data from references (books, articles, 
scientific papers, journals, media print, magazines and websites) and ana-
lyzed by content analysis. 
The findings obtained from the research. First, the Constitutional 
Court Decision No. 85 / PUU-X / 2013 is a wise thing to consideration, Act 
No. 7 of 2004 on Water Resources containing the charge control and mo-
nopoly by a private party on the water resources is contrary to the man-
date of the Constitution NRI 1945 ie natural resources controlled by the 
state and used for the people's welfare. Second, Constitutional Court re-
instated the Act No. 11 Year 1974 on Water to fill the legal vacuum as a 
result of the cancellation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources, gave 
a new interpretation relating to the right to master the state by putting the 
first rank in the management of his own by state over natural resources, 
and provides six tight restrictions for the utilization of water resources in an 
effort to preserve and continuous availability of water for the life of the na-
tion. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup 
terutama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, air merupakan salah 
satu komponen yang paling penting bagi manusia. Air dapat digunakan 
untuk sektor pertanian, industri, media transportasi, pembangkit listrik 
tenaga air dan dalam kegiatan sehari-hari digunakan untuk memasak, 
mencuci, air minum, mandi, dan kepentingan ibadah.  
Bangsa Indonesia sendiri memandang penting akan Sumber Daya Air, 
untuk diatur agar pemanfaatan air dapat memberikan kemaslahatan bagi 
masyarakat dan negara. Maka dari itu, pada Pasal 33 ayat 3 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menyatakan 
bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.” 
Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum akan pemanfaatan 
dan kepemilikan terhadap air. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang 
selanjutnya disebut UU sumber daya air menyatakan bahwa, “Negara 
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok 
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sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya yang sehat, bersih, dan 
produktif.”  
Perspektif air sebagai kebutuhan dasar manusia ini dipertegas lagi di 
tingkat global. Pada November 2002, Komite Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mendeklarasikan 
akses terhadap air merupakan sebuah hak dasar (fundamental right), 
yang menyatakan bahwa air adalah benda sosial dan budaya, tidak hanya 
komoditi ekonomi. Komite ini juga menekankan bahwa 145 negara telah 
meratifikasi Kovenan Internasional Untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya, yang kini telah diikat dengan perjanjian untuk mempromosikan 
akses pada air secara setara tanpa diskriminasi.1 
Kovenan Internasional itupun diimplementasikan pada Pasal 4 UU 
sumber daya air yang menyatakan bahwa, “Sumberdaya air mempunyai 
fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang diselenggarakan dan 
diwujudkan secara seimbang”. 
Di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial ekonomi serta budaya yang 
konteks, sebagaimana juga diamanatkan konstitusi memandang air 
sebagai kekayaan alam karunia Tuhan untuk dimanfaatkan bagi sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, air hendaknya dipandang 
sebagai benda sosial yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga air tidak 
bisa diperjualbelikan namun hanya dapat dikenakan iuaran pelayanan air 
                                            
      1 Bunasor Sanim, Makalah Pembicara pada KIPNAS X di Jakarta atas kerjasama 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Pendidikan dan Ke-
budayaan Nasional, Tanggal 8-10 November 2011, hlm. 1-31. 
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yang nilai proporsionalnya dengan biaya yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pelayanan kepada penerima manfaat (konsumen).2 
Pandangan  tersebut sudah berubah, karena air tidak hanya sekedar 
“benda sosial” tetapi sudah menjadi komoditas ekonomi. Pergeseran 
makna ini terlihat dalam penyalahgunaan hak oleh swasta dalam Hak 
Guna Usaha Air yaitu hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.3 
Pasal 9 UU sumber daya air menyatakan bahwa, “Hak guna usaha air 
dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari 
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya”.  
Hak guna usaha air sebagai instrumen perizinan telah digunakan  
pihak swasta untuk menguasai sumber daya air dan melakukan praktek 
monopoli dan privatisasi sehingga telah “mengebiri” hak menguasai 
negara yang merupakan amanat konstitusi mengenai penguasaan sumber 
daya alam oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.4 
Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana 
negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan 
(beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan 
pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan 
                                            
       2 Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  “UU Sumber 
Daya Air dan UU Kepailitan Pasca Putusan MK”, Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 2, 
September 2005, hlm. 28. 
       3 Lihat: Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 
         4 Lihat: Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
4 
 
pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan 
(toezichthoudensdaad).5   
Ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan (3) UU sumber daya air mengatur 
mengenai pengusahaan sumber daya air, menyatakan bahwa: 
ayat (2) “Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu 
wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha 
milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang 
pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan 
usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah”.  
 
ayat (3) “Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, 
atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin 
pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangan-nya”.  
 
Hal yang selanjutnya menjadi masalah dalam pengelolaan sumber 
daya air adalah pengusahaan sumber daya air oleh swasta, misalnya 
eksploitasi air yang dilakukan oleh sebuah perusahaan multinasional di 
Desa Curug Goong, Padarincang, Serang, Banten. Masyarakat resah 
karena khawatir perusahaan tersebut akan menguasai sumber mata air 
Cirahab. Hal ini kemudian memicu konflik antara warga masyarakat 
dengan pemerintah dan perusahaan. Bahkan konflik pun terjadi antar 
anggota masyarakat yang pro dan kontra. 
Perusahaan dengan bebas tanpa batas menguras air tanpa 
pengawasan oleh administrasi negara. Tidak ada yang mengetahui 
berapa jumlah air yang dikuras. Penyedotan air di Padarincang 
                                            
       5 Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 140. 
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diperkirakan sejumlah 63 liter per detik, dan akan menghasilkan 16 miliar 
per hari. Dapat dibayangkan berapa besar penghasilan perusahaan 
multinasional itu per tahun.  
Kasus serupa juga terjadi di Sukabumi dan Klaten. Petani di Klaten 
sekarang harus menyedot air dengan mesin diesel, padahal sebelumnya 
tidak demikian. Di Sukabumi, dulu air dapat diambil di kedalaman 5-8 
meter, sekarang harus lebih dari 15 meter.6 
Pengusahaan sumber daya air oleh swasta seharusnya 
memperhatikan kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
yang selanjutnya disebut UU PPLH, menyatakan bahwa: 
Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau kegiatan 
berkewajiban:  
a. memberikan  informasi  yang  terkait  dengan perlindungan  
dan  pengelolaan  lingkungan hidup  secara  benar,  akurat,  
terbuka,  dan tepat waktu; 
b. menjaga  keberlanjutan  fungsi  lingkungan hidup; 
 
Lahirnya UU sumber daya air untuk mengatur agar pengelolaan 
sumber daya air lebih efektif tetapi Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 7, Pasal 
8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 26 ayat (7), Pasal 29 
ayat (2), (4), dan (5), Pasal 40 ayat (4) dan (7), Pasal 45 ayat (3) dan (4), 
Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan (7), Pasal 80, 
Pasal 91 dan 92 yang merupakan pasal-pasal yang diujikan di Putusan 
                                            
      6 Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,   “Akhir Kisah 
Privatisasi Air”, Majalah Konstitusi, Nomor 97, Maret 2015, hlm. 3. 
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Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, menurut para pemohon 
UU tersebut mengandung komersialisasi, monopoli, diskriminatif, memicu 
konflik horizontal, dan menghilangkan tanggung jawab negara dalam 
pemenuhan kebutuhan air7 yang tidak mencerminkan kemanfaatan bagi 
kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 
1945. 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membatalkan 
keberlakuan UU sumber daya air karena pasal-pasal yang diujikan 
merupakan jantung dari undang-undang tersebut. Dengan dibatalkannya 
UU No. 7 Tahun 2004 maka Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 
putusannya kembali menghidupkan UU No. 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan yang selanjutnya disebut UU Pengairan untuk mengisi 
kekosongan hukum mengenai air.8  
Namun demikian, UU Pengairan juga memiliki kekurangan, dalam 
banyak hal undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan 
kondisi saat ini. Undang-undang yang dibuat pada masa orde baru 
tersebut bersifat sentralisasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi 
pemerintahan sekarang yang menganut otonomi daerah dan juga terkait 
dengan sanksi hukum bagi setiap orang yang melakukan pengusahaan air 
dan/atau sumber-sumber air tanpa izin menurut Pasal 15 ayat (1) huruf b 
UU Pengairan “diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 
                                            
      7 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 131-132. 
      8 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 145. 
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(dua) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta 
rupiah)’’. Sedangkan menurut Pasal 94 ayat (3) huruf b UU Sumber Daya 
Air ‘’dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)’’. Dengan 
demikian, sanksi hukum yang diatur dalam UU Pengairan sangat jauh 
lebih ringan daripada yang diatur dalam UU SDA. Bahkan, sanksi pidana 
menurut UU Pengairan, karena menggunakan frasa “dan/atau” menjadi 
dimungkinkan diterapkan secara alternatif. Sedangkan sanksi pidana 
menurut UU Sumber Daya Air adalah mengunakan kata “dan”, sehingga 
bersifat komulatif.   
 Sebagaimana uraian di atas. Maka penulis tertarik untuk membahas 
mengenai implikasi dari pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2004 tentang sumber daya air dalam skripsi yang berjudul: “Implikasi 
Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Mengenai 
Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air”. 
 
B.  Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 
beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apa Pertimbangan Hukum dari Hakim Mahkamah Konstitusi 
terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air? 
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2. Bagaimana Implikasi Hukum terhadap Pengujian Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui apa Pertimbangan Hukum dari Hakim 
Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 
2. Untuk mengetahui Bagaimana Implikasi Hukum terhadap Pengujian 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
D.  Manfaat Penelitian 
1. Menambah khazanah ilmu dalam lapangan hukum khususnya 
mengenai pengelolaan sumber daya air. 
2. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi pemerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam rangka penyempurnaan UU sumber daya 
air, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 
permasalahan hukum khususnya yang berhubungan dengan sistem 
pengelolaan sumber daya air di Indonesia.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengelolaan Sumber Daya Air 
1. Pengertian Sumber Daya Air 
Sekitar 4,5 milyar tahun yang lampau, mulailah terdapat air yang 
cair di permukaan bumi dan mulailah terbentuk kehidupan yang 
sederhana dalam bentuk molekul organik, antara lain yang juga 
mengandung zat hijau daun (klorofil). Selanjutnya, dengan adanya 
klorofil tersebut, maka mulailah berlangsung proses fotosintesis ini, 
makhluk hidup yang berklorofil mengolah karbondioksia dengan 
menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi menjadi 
karbohidrat (zat materi) dan terbentuk pula oksigen. Demikianlah 
kehidupan dimulai dari lapisan air yang dalam, lalu ke lapisan air yang 
atas, dan pada akhirnya ke daratan, yang dimungkinkan oleh adanya 
lapisan ozon yang terbentuk sebagai hasil (sampingan) proses 
fotosintesis. Jadi terlihat bahwa makhluk hidup membentuk lingkungan 
hidupnya, tetapi sebaliknya makhluk hidup itu ada karena lingkungan 
hidupnya.9 
Kehidupan adalah fenomena atau perwujudan adanya hidup, yang 
didukung tidak hanya oleh makhluk hidup (pengada insani), tetapi juga 
                                            
      9 Otto Soemarwoto dalam M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Lingkungan, 
Arus Timur., Makassar, hlm. 1-2. 
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benda mati (pengada ragawi) dan berlangsung dalam dinamika seluruh 
komponen kehidupan itu. Dalam hubungan ini, lingkungan hidup adalah 
suatu konsep holistik yang berwujud di bumi ini dalam bentuk, susunan, 
dan fungsi interaktif antara semua pengada, baik yang insani maupun 
yang ragawi. Keduanya saling mempengaruhi dan menentukan, baik 
bentuk dan perwujudan dari kehidupan itu sendiri.10  
Dalam sistem tata lingkungan, air adalah unsur utama. Kebutuhan 
manusia akan air selalu mangalami peningkatan dari waktu ke waktu, 
bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air 
tersebut, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam 
dari kebutuhan akan air. Di lain pihak, air yang tersedia di dalam alam 
yang secara potensial dapat dimanfaatkan manusia adalah tetap saja 
jumlahnya (jika tidak dapat dikatakan cenderung menurun).11  
Masalah yang timbul adalah, bahwa kemiskinan dan 
keterbelakangan penghayatan lingkungan hidup mendesak keperluan 
untuk mengelola sumber alam secara tepat dan efektif, sehingga 
kurang mengindahkan faktor lingkungan hidup.12 
Hak setiap orang atas air merupakan bagian dari hak manusia atas 
lingkungan yang baik dan sehat. Hak manusia atas lingkungan yang 
baik dan sehat  dikualiﬁkasi sebagai salah satu fundamental rights 
                                            
      10 M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur., Makassar, 
hlm. 3. 
      11 M. Daud Silalahi, 2008, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Di Indonesia, PT. Alumni., Bandung, hlm. 11.  
      12 Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, Hukum Tata Lingkungan, Edisi 8 Cet. Ke-20, 
Gadjah Mada University Press., Yogyakarta, hlm. 53. 
11 
 
secara otoritatif dan historis pada level lembaga internasional  
menunjuk pada isi Deklarasi Stockholm, 1972 yang diakui  oleh United 
Nation Conference of Human Environment:13   
Man has the fundamental rights to freedom, equality, and  
adequate conditions of life, in an environment of a quality  that 
permits a life of dignity and well-being, and he bears a  solemn 
responsibility to protect and improve the environment  for present 
and future generations. (Principle I) 
 
Selain itu, argumentasi ini dapat pula ditemui pada Konvensi 
Amerika 1989 Tentang Hak Asasi Manusia pada  Wilayah Hak Ekonomi 
dan Sosial dan Budaya (The 1989  American Convention on Human 
Rights in the Area of Economic,  Sosial, and Cultural) atau Protocol of 
San Salvador yang memuat 1989 Additional Protocol tentang hak 
manusia atas  lingkungan yang sehat: Everyone shall have the right to 
live in  a healthy environment...(Article II). Pada perkembangannya  
(generasi hak asasi manusia), otoritas internasional dan domestik 
(negara) menjadikan isu hak manusia atas lingkungan yang baik dan 
sehat sebagai salah satu isu  utama hak asasi manusia.14    
Menurut United Nation Subcommision on Human rights and  the 
Environment bahwa elemen prinsipil hak untuk semua orang yang 
berkaitan dengan hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat 
menyatakan bahwa semua orang:15 
                                            
      13 Zulkifli Aspan, 2013, Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan dalam 
Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Diandra Creative, Yogyakarta, hlm. 24. 
      14 Ibid. 
      15 Ibid., hlm. 25. 
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a. Bebas dari polusi, degradasi lingkungan dan aktivitas  yang 
dapat berakibat buruk terhadap lingkungan atau  mengancam 
kehidupan, kesehatan, keberlangsungan kehidupan mahluk 
hidup lain atau pembangunan  berkelanjutan;   
b. Perlindungan dan preservasi udara, minyak, air, lautan  es, 
ﬂora dan fauna dan proses serta wilayah esensial yang 
dibutuhkan untuk memelihara keanekaragaman biologi  dan 
ekosistem;   
c. Standar kesehatan yang tertinggi yang bebas dari bahaya  
lingkungan;  
d. Keselamatan dan makanan yang sehat serta air yang cukup  
untuk semua mahluk hidup;   
e. Keamanan dan lingkungan bekerja yang sehat;   
f. Perumahan yang memadai;   
g. Tanah dan kondisi kehidupan. terjamin lingkungannya  secara 
sehat dan ekologis;   
h. Untuk tidak dicemari rumah atau tanahnya dari akibat  
keputusan atau tindakan yang merusak lingkungan kecuali  
dalam kondisi darurat yang bertujuan untuk memberi  
keuntungan masyarakat secara keseluruhan yang tidak  dapat 
dilakukan atau dicapai dengan cara lain.   
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i. Memberi bantuan sewaktu-waktu jika terjadi peristiwa alam 
atau teknologi atau yang lain yang menyebabkan bencana alam 
yang berefek langsung kepada manusia.   
j. Mendapatkan keuntungan yang setara dari observasi  dan 
penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk 
tujuan budaya, ekologi, pendidikan, kesehatan,  
keberlangsungan kehidupan, rekreasi, spiritual dan tujuan  
lainnya. Hal ini meliputi juga akses ekologis terhadap alam; 
k. Memelihara tempat-tempat yang unik tetapi konsisten dengan 
hak-hak konstitusional orang-orang dan kelompok  yang hidup 
di area tersebut.   
Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan 
kehidupan manusia. Sumberdaya (resources) merujuk kepada apakah 
sesuatu (sumber-sumber alam) itu dapat diberdayakan dan memiliki nilai 
ekonomi serta dapat memenuhi kebutuhan manusia.16 Maria SW. 
Sumardjono,17 menuliskan secara konseptual istilah sumberdaya dengan 
merujuk kepada pengertian: (1) terkait dengan kegunaan, (2) digunakan 
sebagai sarana untuk mencapai tujuan; (3) menghasilkan utilitas dengan 
atau melalui aktivitas produksi dan; (4) utilitas dikomsumsi baik langsung 
maupun tidak langsung. 
                                            
      16 Abrar Saleng, 2013, Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam, Membumi  Publish-
ing., Makassar, hlm. 165. 
      17 Maria S.W Sumadjono dalam Abrar Saleng, 2013, Kapita Selekta Hukum Sum-
berdaya Alam, Membumi  Publishing., Makassar, hlm. 165. 
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Berdasarkan pengertian sumberdaya di atas, selanjutnya berbagai 
pakar memberikan pengelompokkan Sumber Daya Alam, mulai dari aspek 
pemanfaatan, nilai ekonomi sampai kepada aspek pengelolaannya. 
Pengelompokkan yang paling umum dan lazim adalah Sumber Daya Alam 
yang dapat diperbaharui (renewable resources) atau flow dan Sumber 
Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) atau 
stock.18 Kemudian Sumber Daya Alam yang renewable resources pada 
umumnya berkaitan dengan Sumber Daya Alam non-hayati, sedangkan 
Sumber Daya Alam yang unrenewable resources berkaitan dengan 
Sumber Daya Alam hayati.19 
Esensi perbedaan Sumber Daya Alam yang renewable resources 
dengan Sumber Daya Alam yang unrenewable resources hanya 
ditentukan oleh derajat eksistensinya. Sebab Sumber Daya Alam 
unrenewable resources akan bertambah volume persediannya jika banyak 
penemuan cadangan (deposit) mineral, batubara, migas, dan bahan 
galian lainnya melaui eksplorasi, sebaliknya Sumber Daya Alam  
renewable resources akan punah atau habis bila dimanfaatkan tanpa 
mempertimbangkan unsur kelestarian.20 
Dari pengelompokkan tersebut ternyata air merupakan sumber daya 
alam yang masuk dalam kategori renewable resources. Sekalipun sumber 
daya air termasuk renewable resources, namun dalam pengelolaannya 
                                            
      18 Ibid. 
      19 Ibid., hlm 166. 
      20 Ibid. 
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membutuhkan pengaturan yang jelas dan tidak tertutup kemungkinan 
akan habis. 
Secara alamiah air akan bergerak dari satu tempat ke tempat  lain 
tanpa mengenal batas politik, sosial, ekonomi, dan bangsa. Maupun  
batas wilayah administrasi bahkan batas negara. Karena itu air perlu di 
kelola dalam satu kesatuan sistem berdasarkan pendekatan "one river, 
one plan and one management system. Hampir semua negara  di dunia 
ini menggunakan pendekatan yang sama.21  
Pada bagian Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4),dan (6) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terdapat  
beberapa rumusan pengertian tentang sumber daya air dan air, yakni: 
1) Sumber daya air adalah, air, sumber air, dan daya air yang  
terkandung di dalamnya; 
2) Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di 
bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air 
permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di  darat; 
3) Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan  
tanah; 
4) Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 
batuan di bawah permukaan tanah; 
                                            
     21 Ibid., hlm. 170. 
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5)   Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau pada 
sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian 
bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. 
Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, 
pada bagian Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) terdapat  
beberapa rumusan pengertian tentang air, sumber-sumber air, dan 
pengairan yakni: 
a) Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari 
sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah 
permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang 
terdapat di laut; 
b) Sumber-sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, 
baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah; 
c) Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-
sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang 
terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah 
diusahakan oleh manusia; 
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2.  Pengelolaan Sumber Daya Air  
   a.  Asas-Asas 
Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, 
berpendapat dan bertindak.22 Padanan kata asas adalah prinsip yang 
berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, 
berpendapat dan bertindak. Berikut merupakan contoh dari beberapa 
Asas: 
     1.  Asas Pancasila  
Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu 
merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Oleh karena itu, 
setiap negara mempunyai falsafah yang berbeda. Karena suatu 
falsafah itu identik dengan keinginan dan watak rakyat dan 
bangsanya, tidak  mungkin untuk mengambil falsafah negara lain 
untuk  dijadikan falsafah bangsanya begitu saja. Karena falsafah  itu 
merupakan perwujudan dari watak dan keinginan dari  suatu bangsa, 
segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus  sesuai dengan 
falsafahnya.23       
Dalam bidang hukurn, Pancasila merupakan sumber  hukum 
materiil. Oleh karena itu, setiap isi peraturan perundang-undangan 
tidak boleh bertentangan dengannya. Jika hal itu terjadi, peraturan itu 
harus segera  dicabut. 
                                            
      22 Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Balai 
Pustaka., Jakarta, hlm. 70. 
      23 Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Raja grafindo 
Persada., Jakarta, hlm. 70. 
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Dalam Penjelasan UUD 1945, dapat diketahui bahwa Pembukaan 
UUD 1945 mengandung empat  pokok-pokok pikiran yang meliputi 
suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia. Pokok-
pokok  pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia  yang 
mendasari hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:   
Pokok pikiran pertama, “Negara” begitu bunyinya “meIindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dengan berdasar atas persatuan  dengan mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat  Indonesia.” Dalam pembukaan ini, diterima aliran 
pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meIiputi 
segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi, negara mengatasi 
segala paharn golongan dan segala paham  perseorangan. Negara 
rnenurut pengertian “pembukaan”  itu menghendaki persatuan meliputi 
segenap bangsa  Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara 
yang  tidak boleh dilupakan. Rumusan ini rnenunjukkan pokok pikiran 
persatuan. Dengan pengertian yang Iazim, negara, penyelenggara 
negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan 
negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.   
Pokok pikiran kedua, “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat”. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial, 
yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia 
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mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan 
keadilan sosial  dalam kehidupan masyarakat. 
Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah 
negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan 
permusyawaratan perwakilan.  Oleh karena itu, sistem negara yang 
terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas 
kedaulatan rakyat  dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. 
Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Pokok 
pikiran yang ketiga ini rnenunjukkan bahwa di dalam  negara 
Indonesia, yang berdaulat adalah rakyat Indonesia sehingga 
kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan pelaksanaan dari asas 
kedaulatan ini disertai asas lainnya, yaitu asas musyawarah dan 
dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Jadi, asas kedaulatan ini 
dilaksanakan dengan cara rnusyawarah yang dilakukan oleh wakil-
wakil rakyat.   
Pokok-pokok pikiran keempat yang terkandung dalam 
“pembukaan" ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang  Maha Esa 
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan  beradab. Oleh karena itu, 
Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan 
pemerintah dan penyeIenggara negara untuk memelihara budi pekerti 
kemanusiaan yang Iuhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat 
yang luhur. Pokok pikiran yang keempat ini menunjukkan keyakinan 
bangsa Indonesia akan adanya  Tuhan Yang Maha Esa, adanya cita 
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kemanusiaan dan cita keadilan dari bangsa Indonesia yang 
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia bahkan semua itu 
menjadi dasar negara yang mengikat, baik pemerintah maupun 
rakyatnya.         
Keempat pokok pikiran tersebut jelas merupakan  dari pandangan 
hidup dan dasar falsafah negara Pancasila. Dengan mengungkap 
keempat pokok pikiran ini, dapatlah kita gambarkan bahwa 
Pembukaan 1945 itu mengandung pandangan hidup bangsa 
Indonesia Pancasila.24  
   2. Asas Negara Hukum    
Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum terjemahan 
Iangsung dari rechsstaat. Istilah  ini mulai populer di Eropa sejak abad 
XIX meski pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama, Istilah  rule of 
law mulai populer dengan terbitnya sebuah dari Albert Venn Dicey 
tahun 1885 dengan judul Introduction to the Study of Law The 
Constitution. Dari belakang dan sistem hukum yang rnenopangnya,  
perbedaan antara konsep rechsstaat dengan konsep the rule of law, 
meskipun dalam perkembangannya ini tidak dipermasalahkan Iagi. 
Pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu 
sasaran yang utama, yaitu pengakuan  dan perlindungan terhadap 
                                            
       24 Ibid., hlm. 71-73. 
21 
 
hak-hak asasi manusia. Meskipun sasaran yang sama, keduanya 
tetap bersistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.25      
Konsep rechsstaat Iahir dari suatu perjuangan menentang 
absolutisme sehingga sifatnya revolusioner,  sebaliknya konsep the 
rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi 
atau kriteria rechsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechsstaat 
bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law, 
sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang 
disebut common law. Karakteristik civil law adalah administratif, 
sedangkan karakteristik commom law adalah judical. Adapun ciri-ciri 
rechsstaat adalah:26 
a. adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat   
ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan 
rakyat;   
b. adanya pembagian kekuasaan negara;   
c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.   
AV Dicey mengetengahkan tiga arti dari the rule of law sebagai 
berikut:27      
a. Supremasi absolut atau predominasi dari regular  untuk 
menentang pengaruh dari arbitrary power meniadakan 
                                            
       25 Philipus M.Hadjon dalam Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, 
Edisi Revisi, Raja grafindo Persada., Jakarta, hlm. 73. 
      26  Ibid. 
      27  Ibid., hlm. 74-75. 
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kesewenang-wenangan, prerogatif discretionary authority yang 
luas dari pemerintahan.  
b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang  sama 
dari semua golongan kepada ordinary law of land yang 
dilaksanakan oleh ordinary court; bahwa tidak ada orang yang 
berada di atas  tidak ada peradilan administrasi negara. 
c. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary of the land, bahwa 
hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan 
konsekuensi dari hak-hak individu  dirumuskan dan ditegaskan 
oleh peradilan.   
Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. 
Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar 
setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-
undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi 
negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat 
mengubah  atau mempengaruhi keadaan hukurn warga masyarakat.28   
Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan 
gagasan negara hukum (her democrankh ideal en her rechrsstaats 
ideal). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-
undang dan berbagai keputusan  mendapatkan persetujuan dari wakil 
rakyat dan Iebih  banyak memerhatikan kepentingan rakyat. Gagasan 
negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan 
                                            
      28  Ibid., hlm. 78. 
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pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan 
memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang 
dalam undang-undang.29 Menurut Sjachran Basah, asas legalitas 
berarti upaya mewujudkan kolaborasi integral secara harmonis antara 
paham kedaulatan hukum  dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan 
prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya 
konstitutif.30   
Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang  ini diatur dalam 
Penjelasan UUD 1945, dalam  UUD 1945 telah diangkat ke dalam 
UUD Pasal I ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa 
setiap sikap, kebijakan, dan perilaku  alat negara dan penduduk harus 
berdasar dan sesuai  dengan hukum. Bahkan, ketentuan ini untuk 
mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi 
kekuasaan,  baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. 
   3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi   
Ada sebagian kalangan yang berpandangan bahwa cita 
kenegaraan yang dibangun dalarn UUD 1945 adalah  cita kenegaraan 
kekeluargaan, oleh Soepomo disebut Integralistik. Sebagian yang lain 
                                            
      29 Ridwan HR dalam Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi 
Revisi, Raja grafindo Persada., Jakarta, hlm. 78. 
        30 Ibid., hlm. 78. 
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berpandangan bahwa cita kenegaraan dalam UUD 1945 adalah 
demokrasi karena adanya jaminan HAM di dalam UUD 1945.31  
Di negara integralistik, seperti yang dianjurkan oleh Soepomo di 
tahun 1945, rakyat tidak butuh hak-hak fundamental yang dilihat 
sebagai ekspresi dari pemikiran individualisme yang bertentangan 
dengan jiwa masyarakat tentang keluarga. Dalam konsep negara 
yang seperti keluarga ini, tidak diinginkan bila rakyat mempunyai  
kebimbangan mengenai integritas atau iktikad baik dari para 
pemimpinnya. Dianggap penghinaan bila rakyat menentang atau 
bahkan mempertanyakan tindakan-tindakan pemerintah. Oposisi 
diinterpretasikan sebagai perusak iktikad baik dari penguasa; tak 
dapat dibayangkan anak-anak menuntut ayahnya untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tak dapat dibayangkan 
rakyat menuntut penguasa bertanggungjawab atas perbuatan 
mereka.32 
Selama ini, UUD 1945 dipandang sangat sederhana dalam 
mengatur jaminan hak asasi manusia, yakni diatur dalam Pasal 27, 
Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30  ayat (I), Pasal 31 ayat (I), dan 
Pasal 34, padahal tuntutan masyarakat terhadap jaminan hak-haknya 
sudah sangat kompleks. Maka, melalui Perubahan Kedua UUD  1945, 
telah dilakukan perluasan Materi hak asasi manusia dalam Bab XA 
                                            
        31 Ibid., hlm. 81. 
        32 Ibid., hlm. 86. 
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dengan judul Hak Asasi Manusia yang  terdiri dari Pasal 28A sampai 
dengan Pasal 28J. 
UUD 1945-lah yang menentukan  bagian-bagian dari kedaulatan 
rakyat yang diserahkan pelaksanaannya kepada badan/lembaga yang 
keberadaan,  wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD  
1945 itu, serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, 
artinya tidak diserahkan kepada badan/lembaga mana pun, melainkan 
langsung dilaksanakan oleh  rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum 
(pemilu).  
 4.  Asas Negara Kesatuan   
Model negara kesatuan, asumsi dasarnya berbeda secara 
diametrik dari negara federal. Formasi negara kesatuan dideklarasikan 
saat kemerdekaan oleh para pendiri dengan mengklaim seluruh 
wilayahnya sebagai  dari satu negara. Tidak ada kesepakatan para 
penguasa daerah apalagi negara-negara, karena diasumsikan  bahwa 
semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah  bagian-bagian 
wilayah yang bersifat independen. Dengan  dasar itu, maka negara 
rnembentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian 
diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk 
mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya, ini diasumsikan 
bahwa  negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya.33  
                                            
      33 Ibid., hlm. 92. 
      33 Ibid. 
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 Apabila dilihat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (I), negara 
Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan 
yang berbentuk Republik. Prinsip pada negara kesatuan adalah 
bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap 
utusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi 
atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local  
government). Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap 
urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (central 
government) dan pemerintah lokal (local government) sehingga 
urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu 
kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah 
pemerintah pusat.   
Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku 
bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh  bangsa Indonesia 
dalam sejarah, yang mengharuskan bangsa Indonesia bersatu 
dengan seerat-eratnya dalam keragaman itu. Keragaman itu 
merupakan kekayaan yang harus dipersatukan (united), tetapi tidak 
boleh disatukan atau diseragamkan (uniformed). Oleh karena itu,  
prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diidentikkan dengan kesatuan. 
Prinsip persatuan juga tidak boleh dipersempit maknanya ataupun 
diidentikkan dengan pengertian pelembagaan. Bentuk negara 
kesatuan yang merupakan bangunan negara yang dibangun atas 
motto Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity). Bentuk negara kita 
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adalah Negara Kesatuan (Unitary State), sedangkan persatuan 
Indonesia adalah prinsip dasar bernegara yang  harus dibangun atas 
dasar persatuan (unity), bukan kesatuan (uniformity).34   
 
 
5.  Asas Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances    
Kajian penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 
NRI 1945 sangat erat kaitannya dengan sumber kekuasaan, sumber 
kekuasaan negara tersebut dapat ditelusuri melalui perkembangan 
teori kedaulatan. Menurut Jimly Asshiddiqie,35 Sovereignty, or 
kedaulatan, or souvereinteit, is the concept of the higest powet in state 
organization. Dalam dunia ilmu hukum dan politik, dikenal adanya lima 
teori kedaulatan, yaitu Kedaulatan Negara, Kedaulatan Tuhan, 
Kedaulatan Raja, Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum. Teori 
kedaulatan negara biasanya dibicarakan dalam konteks hubungan 
antar negara atau dalam konteks hubungan internasional.36  
Kemudian teori kedaulatan Tuhan, teori ini beranggapan bahwa 
kekuasaan tertinggi  (di atas segala kekuasaan) adalah kekuasaan 
Tuhan. Tuhan merupakan sumber dari segala sumber kekuasaan 
                                            
      34 Jimly Asshiddiqie dalam Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi  
Revisi, Rajagrafindo Persada., Jakarta, hlm. 95. 
     35 Jimly Asshiddiqie, 2009, The Constitusional Law of Indonesia-A Comprehensive 
Overview, Sweet & Maxwell Asia., Malaysia, hlm. 117. 
      36 Jimly Asshiddiqie, 2008,  Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Bhuana 
Ilmu Populer., Jakarta, hlm. 145. 
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menurut Jimly,37 This Theory is the first one developed in the course 
of mankind's history. Dalam perkembangannya teori kedaulatan 
Tuhan ini biasanya dijadikan dalam kekuasaan Raja yang berkuasa 
turun temurun. Raja dianggap perpanjangan tangan dari Tuhan, 
akibatnya kekuaaaan raja berubah menjadi mutlak dan melahirkan 
kedaulatan Raja. Dalam perkembangan teori kedaulatan raja, timbul 
gagasan kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa kedaulatan 
itu berasal dari rakyat, sehingga rakyatlah yang berkuasa dalam 
penyelenggaraan negara.   
Dalam teori kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyatlah penentu 
akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara. Menurut 
jimly,38 throughout history, this view has been frequently faced by its 
own antinomies, namely demos versus nomos. Nomos merupakan 
konsep tentang nilai atau norma yang selalu dihadapkan sebagai 
pilihan dengan demos, disebabkan oleh kenyataan bahwa konsep 
demokrasi memiliki keterbatasan atau kelemahan bawaannya 
sendiri.39 Untuk itu dikembangkanlah gagasan mengenai demokrasi 
konstitusional sebagai tataran ideal dalam sumber kekuasaan negara. 
Dalam teori demokrasi konstitusional, teori ini beranggapan bahwa 
negara demokrasi juga dapat berkembang sebagai negara chaos 
yang mengembangkan demokrasi sekedar demokrasi, yaitu yang  
                                            
      37 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm. 119 
      38 Ibid. 
      39 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm. 146. 
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mengembangkan kebabasan untuk kabebasan tanpa kepastian. 
Disatu sisi nomokrasi menghasilkan penyelanggaraan yang 
berimplikasi pada  otoliteran sebuah hukum tanpa adanya demokrasi. 
Oieh karena itu gagasan demokrasi dan nomokrasi yang kemudian 
dipadukan menjadi demokrasi konstitusionai inilah yang kemudian 
dianggap ideal.   
Dalam teori kekuasaan negara, kekuasaan negara begitu besar, 
sehingga perlu diadakan pembatasan. Dalam rangka pembatasan 
kekuasaan tersebut, maka dikembangkanlah teori pemisahan 
kekuasaan yang pertama kali dikenalkan oleh John Locke. Pada 
awalnya John Locke membagi kekuasaan negara dalam:40 
a. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-
undang. 
b. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-
undang. 
c. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan 
aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dari badan-
badan di luar negeri. 
Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu cara yang baik 
untuk membatasi atau melemahkan kekuasaan penguasa, dengan 
maksud untuk mencegah agar para penguasa Negara itu jangan 
                                            
      40 C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2007, Ilmu Negara, Pradnya Paramita., 
Jakarta, hlm. 140. 
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sampai menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-
wenang dengan melebarkan cengkraman totaliternya atas rakyat, 
sehingga benarlah power tends to corrupts, and absolute power 
corruct absolutely. Ketika cabang kekuasaan tersebut kemudian 
dikembangkan oleh Baron Mostequieu, teori ini dikenal dengan teori 
trias politica.41 Dalam teorinya, kekuasaan politik dibagi dalam 3 (tiga) 
bentuk, yaitu kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berhubungan 
dengan pembentukan hukum atau undang-undang suatu Negara. 
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan 
penerapan hukum tersebut. Sedangikan kekuasaan yudikatif adalah 
kekuasaan kehakiman. Ketiga fungsi kekuasaan Negara tersebut 
harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ Negara. 
Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh 
saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Jika 
tidak demikian, kebebasan akan terancam. Namun pada kenyatannya, 
teori yang di idealkan Monstesquieu tersebut tidak dapat diterapkan 
pada negara-negara dewasa ini. Kenyatannya ketiga cabang 
kekuasaan tersebut tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan 
bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling berhubungan satu 
sama lainnya. Dari sinilah dikembangkan teori check and balances. 
                                            
      41 Jimly Asshidiqie, 2006, Pengantar Hukum Tata Negara, Jilid II, sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., Jakarta, hlm. 12. 
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Berbagai kalangan berpendapat bahwa terjadinya krisis di 
Indonesia saat orde baru bermuara kepada ketidakjelasan konsep 
yang dibangun oleh UUD 1945, tidak adanya checks and balances 
antara alat kelengkapan organ negara, selain berbagai kelemahan 
yang melekat  Pada UUD 1945. Sejak saat itu, berbagai kalangan  
menyiapkan bahan kajian untuk perubahan UUD 1945  dan mendesak 
MPR untuk secepatnya melakukan perubahan tersebut. Belakangan 
ini, muncul aspirasi politik yang menghendaki agar dipakai sistem 
perimbangan  kekuasaan (checks and balances).42 
Secara substantif, UUD 1945 banyak sekali mengandung 
kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara  lain, kekuasaan eksekutif 
terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang 
memadai,43 sehingga  UUD 1945 biasa disebut executive heavy, dan 
itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan  
presiden. 
Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu 
sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai 
dengan prinsip checks and balances. Dengan adanya checks and 
balances ini  maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan 
dapat dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan 
kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi 
                                            
      42 Ibid., hlm. 97. 
      43 Moh. Mahfud MD dalam Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi 
Revisi, Raja grafindo Persada., Jakarta, hlm. 98. 
32 
 
yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga 
yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-
baiknya.44        
6. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik 
Uraian berikut merupakan pandangan beberapa ahli yang 
mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:  
Menurut I.C. Van  Vlies, dalam bukunya yang berjudul ”Het 
wetsbegrip en beginselen van beha  lijke regelgeving”, l.C. van Vder 
Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan  peraturan-peraturan 
yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving) ke dalam asas-
asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi: 
a) asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling);    
b) asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van hetjuiste orgaan); 
c) asas perlunya pengaturan (her noodzakelijkheids beginsel);   
d) asas dapat dilaksanakan (her beginsel van uitvoerbaarheid);   
e) asas konsensus (het beginsel van consensus).   
Asas-asas yang material meliputi:    
a) asas terminologi dan sistematika yang benar (her beginsel van 
duideli  Ierminologie en cluidelijke systematiek);        
b) asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);   
                                            
      44 Ibid., hlm. 107. 
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c) asas perlakuan yang sama dalam hukum (het 
rechrsgelijkheidsbeginsel); 
d) asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel); 
e) asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het 
beginsel  van de individuele rechrsbedeling).45   
Sedangkan A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa bagi 
pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang baik 
asas-asas tersebut secara  berurutan dapat disusun sebagai berikut:   
1. Cita Hukum Indonesia;   
2. Asas Negara Berdasar Hukum dan asas Pemerintahan Berdasar 
Sistem  Konstitusi; 
3. Asas-asas Iainnya.   
Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan Indonesia yang baik akan mengikuti pedoman dan 
bimbingan yang diberikan  oleh: 
a) Cita Hukum Indonesia yang tidak Iain Pancasila (sila-sila dalam 
hal  tersebut berlaku sebagai Cita (Idee), yang berlaku sebagai 
"bintang pemandu”);   
b) Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-
sila  dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);   
                                            
      45 I.C. Van  Vlies dalam Maria Farida, 2005, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar 
dan Pembentukannya, Kanisius., Yogyakarta, hlm. 197. 
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c)  Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan 
Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam 
keutamaan hukum (der Primat des Rechts);   
d) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang 
menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas 
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.   
Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang  formal 
dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk  
membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik ke dalam:   
Asas-asas formal, dengan perincian:  
1) asas tujuan yang jelas;  
2) asas perlunya pengaturan; 
3) asas organ/lembaga yang tepat;  
4) asas materi muatan yang tepat;   
5) asas dapatnya dilaksanakan; dan   
6) asas dapatnya dikenali;   
Asas-asas material, dengan perincian:46   
1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma 
Fundamental Negara;  
2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara,   
                                            
      46 A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida, 2005, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-
Dasar dan Pembentukannya, Kanisius., Yogyakarta, hlm. 198. 
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3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasar Atas 
Hukum  
4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar 
Sistem Konstitusi. 
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, mencoba membagi  
beberapa asas dalam perundang-undangan, yakni:   
1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;   
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,  
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;   
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-  
undang yang bersifat umum (Iex spesialis derogat Iex generali); 
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan  
undang-undang yang berlaku terdahulu (Iex posteriore derogat  
Iex priori);   
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;   
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin  
dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi  
masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau peles-  
tarian (asas welvaarstaat).47   
                                            
      47 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Yuliandri, 2009, Asas-Asas 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 117. 
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Berbeda dengan kerangka yang diutarakan Purnadi Purbacaraka  
Soerjono Soekanto, Peter van Humbeeck merumuskan asas  
peraturan yang baik sebagai berikut:48  
"unsur-unsur yang harus ada dalam setiap pembentukan  
peraturan, tanpa memerhatikan persoalannya, dan yang mem-  
punyai tujuan untuk mencapai pembentukan hukum yang adil  dan 
berkualitas”. juga dikemukakan bahwa istilah pembentukan  
peraturan (regelgeving) di sini digunakan secara sadar. Asas-asas  
tersebut tidak hanya terbatas pada pembentukan hukum yang 
teratur, tetapi juga pada pembentukan keputusan organ-organ  
pembuat UU.” 
 
Montesquieu mengemukakan bahwa hal-hal yang dapat  dijadikan 
asas-asas yakni sebagai berikut:   
1. Gaya harus padat (Concise) dan mudah (Simple); kalimat-
kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan  
tambahan yang membingungkan.  
2. Istilah yang diinginkan hendaknya sedapat-dapatnya bersifat  
mutlak dan tidak relatif, dengan maksud menghilangkan  
kesempatan yang minim untuk perbedaan pendapat yang  
individual  
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil  dan 
aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforik dan  hipotetik   
4. Hukum hendaknya tidak halus (not be subtle), karena hukum di 
bentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang;  bahasa 
                                            
      48 Peter van Humbeeck dalam Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan Yang Baik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118. 
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hukum bukan latihan logika, melainkan untuk  pemahaman yang 
sederhana dari orang rata-rata.   
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan 
pengecualian, pembatasan, atau pengubahan; gunakan  semua 
itu hanya apabila benar-benar diperlukan.   
6. Hukum hendaknya tidak bersifat argumentatif dapat 
diperdebatkan; lebih berbahaya merinci alasan- alasan hukum, 
karena hal itu akan lebih ménimbulkan pertentangan-
pertentangan.   
7. Lebih itu semua, pembentukan hukum hendaknya di  
pertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat  praktis, 
dan hendaknya tidak mensyaratkan sendi-sendi pertimbangan 
dasar, keadilan dan hakekat permasalahan sebab hukum yang 
lemah, tidak perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem 
perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyangkan 
kewibaan negara.49       
Sedangkan Jeremy Bentham mengemukakan ketidaksempurnaan  
(unperfections) yang dapat mempengaruhi undang-undang (Statute 
Law) dan dapat dijadikan asas-asas bagi pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Ketidaksempurnaan tersebut di bagi dalam dua 
derajat/ tingkatan.50 
                                            
      49 A. Hamid S. Attamimi dalam Achmad Ruslan, 2011, Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan di Indonesia, Rangkang., Yogyakarta, hlm. 127.  
      50 Ibid., hlm. 128. 
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Ketidaksempurnaan derajat pertama disebabkan hal yang 
meliputi:   
a. arti ganda (ambiguity)   
b. kekaburan (abscurity)   
c. terlalu luas (over butkines)   
Sedang ketidaksempurnaan derajat kedua disebabkan hal-hal 
yang meliputi: 
a. ketidaktepatan ungkapan (Unsteadines in respect of 
expression)   
b. ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu (unsteadiness in  
respect of import) 
c. berlebihan (Redundancy) 
d. terlalu panjang lebar (long in dedness) 
e. membingungkan (entalenment) 
f. tanda-tanda yang memudahkan pemahaman (nakedness  in 
respect of helps to intellection)  
g. ketidakteraturan (disordsliness)           
Dengan mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan 
perundang- undangan Indonesia yang baik tersebut, dapat kita 
harapkan terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik dan 
dapat mencapai tujuan optimal dalam pembangunan hukum di Negara 
Republik Indonesia. 
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b. Kewenangan  
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum  Tata 
Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya  kedudukan 
kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek 
menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata  Negara dan Hukum 
Administrasi Negara.51 Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan 
pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan 
oleh undang-undang.52  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang 
memiliki arti: 
1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, 
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang Iain, 
3. Fungsi yang boleh dilaksanakan. 
Sedangkan kewenangan memiliki arti : 
1. Hal berwenang, 
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 
Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa 
digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat 
perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut 
“kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang 
                                            
      51 F.A.M. Stroink dan J.G.  Steenbeek dalam Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi 
Negara, Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada., Jakarta, hlm. 99.  
      52 Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajagrafindo 
Persada., Jakarta, hlm. 98.  
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diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif 
atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan 
orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau 
urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya 
mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.  
H.D. Stout, dengan menyitir pendapat Goorden,  mengatakan bahwa 
wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara  eksplisit 
diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.53 
Menurut F.P.C.L. Tonnaer, Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini  
dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan 
dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara  pemerintah 
dengan warga negara.54   
Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak  sama 
dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan  hak 
untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang  sekaligus 
berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam  kaitan dengan 
otonomi daerah, hak mengandung pengertian  kekuasaan untuk mengatur 
sendiri (zelfregelen) dan rnengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan 
kewajiban secara horizontal berarti  kekuasaan untuk menyelenggarakan 
pemerintahan sebagaimana  mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk 
                                            
     53 Ibid. 
     54 Ibid., hlm. 98-99. 
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menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara 
secara keseluruhan.55  
Dalam negara hukum, yang menempatkan asas Legalitas sebagai 
sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, Wewenang  pemerintahan 
(bestuursbevoegdheid) itu berasal dari peraturan  perundang-undangan. 
Menurut R.J.H.M. Ruisman, organ pemerintahan tidak dapat menganggap 
bahwa ia memiliki wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya 
diberikan  undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan  
wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi 
juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur 
lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan 
pemilihan umum, pengadilan khusus  untuk perkara sewa tanah), atau 
bahkan terhadap badan hukum  privat.56   
Berbeda pula dengan Max Weber, yang menyatakan  bahwa 
wewenang adalah suatu Hak yang telah ditetapkan dalam  suatu tata 
tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan,  menentukan 
keputusan-keputusaan mengenai persoalan-persoalan  yang penting dan 
untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.57  
Berdasarkan UU sumber daya air yang mengatur wewenang 
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air menyatakan bahwa:  
                                            
      55 Bagir Manan dalam Ridwan HR, 201, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, 
Rajagrafindo Persada., Jakarta, hlm. 99-100. 
      56 R.J.H.M. Ruisman dalam Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara Edisi 
Revisi, Rajagrafindo Persada., Jakarta, hlm. 100. 
      57 Max Weber dalam Soerjono Soekanto, 1987, Sosiologi Suatu Pengatar, Rawali 
Pers., Jakarta, hlm. 205. 
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1. Pasal 14 menyatakan bahwa, wewenang dan tanggung jawab 
Pemerintah meliputi: 
a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; 
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah 
sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah 
sungai strategis nasional; 
c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah 
sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah 
sungai strategis nasional; 
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada 
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan 
wilayah sungai strategis nasional; 
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah  sungai 
lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai 
strategis nasional; 
f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, 
peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada 
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan 
wilayah sungai strategis nasional; 
g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas 
penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah 
pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah 
lintas negara; 
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h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber 
Daya Air wilayah sungai lintas provinsi, dan Dewan Sumber Daya 
Air wilayah sungai strategis nasional; 
i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam 
pengelolaan sumber daya air; 
j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan 
sumber daya air; 
k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, 
wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 
dan 
l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air 
kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 
2. Pasal 15 menyatakan bahwa, wewenang dan tanggung jawab 
pemerintah provinsi meliputi: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya 
berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan 
memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; 
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah 
sungai lintas kabupaten/kota; 
c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah 
sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan 
provinsi sekitarnya; 
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d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada 
wilayah sungai lintas kabupaten/kota; 
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 
lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi 
sekitarnya; 
f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, 
peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada 
wilayah sungai lintas kabupaten/kota; 
g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas 
penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan 
pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas 
kabupaten/kota; 
h. membentuk Dewan Sumber Daya Air atau dengan nama lain di 
tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas 
kabupaten/kota; 
i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam 
pengelolaan sumber daya air; 
j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi 
kebutuhan pokok masyarakat atas air; 
k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas 
kabupaten/kota; dan 
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l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air 
kepada pemerintah kabupaten/kota. 
3. Pasal 16 menyatakan bahwa, wewenang dan tanggung jawab 
pemerintah kabupaten/kota meliputi: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya 
berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan 
pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan 
kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; 
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah 
sungai dalam satu kabupaten/kota; 
c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah 
sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan 
kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; 
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada 
wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; 
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 
dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan 
kabupaten/kota sekitarnya; 
f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, 
penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta 
sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; 
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g. membentuk Dewan Sumber Daya Air atau dengan nama lain di 
tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu 
kabupaten/kota; 
h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi 
masyarakat di wilayahnya; dan 
i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu 
kabupaten/kota. 
4. Pasal 17 menyatakan bahwa, wewenang dan tanggung jawab 
pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi: 
a. mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum 
dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya 
dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum; 
b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 
pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya; 
c. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas 
air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan 
d. memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan 
pengelolaan sumber daya air di wilayahnya. 
 
c. Kelembagaan  
Dalam kamus besar bahasa lndonesia kata “lembaga” antara lain 
diartikan sebagai: (1) asal mula yang akan menjadi  (binatang, manusia, 
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dan tumbuhan); (2) bentuk (rupa,wujud) yang asli; (3) acuan; ikatan 
(tentang mata cincin dsb); (4) badan (organisasi) yang tujuannya 
melakukan suatu  penyelidikan keilmuan atau suatu usaha; dan (5) pola 
perilaku  kemanusian yang mapan,terdiri atas interaksi sosial berstruktur  
disuatu kerangka nilai yang relevan.   
Lembaga Negara bukan konsep yang secara terminologis  istilah 
tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris,  menyebut lembaga 
negara digunakan istilah Political  Institution, sedangkan dalam terminologi 
bahasa belanda terdapat istilah Staat Organen. Sementara itu, bahasa 
Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ 
negara.58 
Secara defenitif, alat-alat kelengkapan suatu negara yang  lazim 
disebut sebagai Lembaga Negara adalah institusi-institusi  yang dibentuk 
guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Alat kelengkapan negara 
berdasarkan teori klasik hukum negara  meliputi kekuasaan eksekutif, 
dalam hal ini bisa presiden atau  perdana menteri atau raja, kekuasaan 
legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan kekuasaan  yudikatif seperti Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi atau Supreme court.59   
Setiap alat-alat kelengkapan negara tersebut bisa memilki  organ lain 
untuk membantu pelaksanaan fungsinya. Secara konseptual, tujuan di 
                                            
      58 Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), 2005, Lembaga Negara dan Sengketa 
Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta, hlm. 29. 
      59 Ibid., hlm. 34. 
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adakannya lembaga-lembaga negara atau  alat-alat kelengkapan negara 
adalah selain untuk menjalankan  fungsi negara, juga untuk menjalankan 
fungsi pemerintahan secara  aktual. Jadi meskipun dalam prakteknya tipe 
lembaga-lembaga Negara yang diadopsi oleh bisa berbeda, secara 
konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi 
sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk 
merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis 
mewujudkan tujuan negara jangka panjang.   
Di indonesia sendiri sekarang telah banyak lahir lembaga-lembaga 
baru, dalam penjelasannya Mahakamah Konstitusi  menjelaskan bahwa 
kelahiran institusi-institusi demokratis dan lembaga-lembaga negara 
dalam berbagai bentuk merupakan  sebuah konsekuensi logis dari sebuah 
negara demokrasi modern  yang ingin secara Iebih sempurna 
menjalankan prinsip check and  balances untuk kepentingan yang Iebih 
besar.   
Sesuai dengan asas negara hukum, setiap penggunaan  wewenang 
harus mempunyai dasar Iegalitasnya. Sama halnya dengan Iembaga-
Iembaga negara dimana dalam menggunakan wewenangnya harus 
mempunyai dasar atau pijakan yang jelas, apalagi dasar 
pembentukannya. Dasar pembentukan Iembaga  negara jika dilihat dari 
dasar pembentukannya dapat  diklasiﬁkasikan menjadi dua kategori, yaitu 
Iembaga negara yang dibentuk dan mendapat kewenangan dari UUD dan 
Iembaga  negara yang mendapat kewenangan dari selain UUD. 
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a. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1), (2) dan ayat (3), UU sumber daya air 
disebutkan bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan 
dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan 
hidup, dan pengelolaan hanya dapat dilaksanakan oleh: 
1) Badan Usaha Milik Negara, atau; 
2) Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumberdaya 
air atau; 
3) kerja sama antara badan Usaha Milik Negara dengan Badan 
Usaha Milik Daerah 
4) Perseorangan; 
5) Badan Usaha atau kerjasama antar Badan Usaha berdasarkan 
izin pengusahaan dari pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya.  
Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat 
berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang 
bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai), 
badan usaha swasta, dan koperasi. Kerja sama dapat dilakukan, 
baik dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana sumber 
daya air maupun dalam penyediaan jasa pelayanan dan/atau 
pengoperasian prasarana sumber daya air. Kerja sama dapat 
dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun 
guna serah (build, operate, and transfer), perusahaan patungan, 
kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak 
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sewa dan sebagainya. Pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama 
yang dimaksud harus tetap dalam batas-batas yang memungkinkan 
pemerintah menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, 
pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air 
secara keseluruhan. 
Di samping itu, untuk skala yang meliputi pengusahaan sumber 
daya air permukaan dalam satu wilayah sungai hanya dapat 
dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD di bidang pengelolaan 
sumber daya air atau kerja sama BUMN dengan BUMD. Lebih jauh, 
bahwa sumber daya air selain yang berada di permukaan (air 
tanah, mata air, air permukaan yang dialokasikan misalnya untuk 
PDAM), pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu (arung 
jeram, navigasi, rekreasi sekitar waduk/situ/danau), dan 
pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu (PLTA) semua ini 
harus diatur dengan persyaratan yang ditentukan dalam perizinan 
sebagai hak guna usaha yang juga diselenggarakan secara terbuka 
dan akuntabel terhadap publik.60 
b. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), UU sumber daya air disebutkan bahwa 
perseorangan adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air 
untuk keperluan usahanya misalnya usaha pertambakan dan usaha 
industri rumah tangga. 
                                            
      60 Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, op.cit. hlm. 
33. 
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c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, dimana Badan 
Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan 
pengusahaan air dan atau sumber-sumber air harus memperoleh izin 
namun perizinan harus dikeluarkan oleh jalur birokrasi yang Iebih 
tinggi yaitu Pemerintah; 
d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
pengelolaan  sumber daya air, Dewan Sumber Daya Air nasional 
adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat 
nasional. 
1. Pasal 6 ayat (1), kebijakan pengelolaan sumber daya air pada 
tingkat nasional, yang selanjutnya disebut kebijakan nasional 
sumber daya air, disusun dan dirumuskan oleh Dewan Sumber 
Daya Air Nasional dan ditetapkan oleh Presiden. 
2. Pasal 12 ayat (5), rancangan penetapan wilayah sungai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan  oleh Menteri 
kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan 
pertimbangan. ayat (6), rancangan penetapan wilayah sungai yang 
telah memperoleh pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air 
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh 
Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan. Pasal 20 ayat (1), 
rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 
lintas negara dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.  
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3. Pasal 128 ayat (1), Dewan Sumber Daya Air Nasional wajib 
dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan Presiden 
Republik Indonesia tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air 
Nasional ditetapkan. Ayat (2), dalam hal Dewan Sumber Daya Air 
Nasional belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsinya 
dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 
(TKPSDA). 
Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Wilayah Sungai juga 
berperan dalam untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antar-
provinsi dalam pengelolaan SDAir, termasuk menetapkan norma, 
standar, pedoman, dan manual (NSPM) pengelolaan SDAir, serta 
menjaga efektivitas, efesiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 
pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Lintas Provinsi, 
Wilayah Sungai Lintas Negara, dan Wilayah Sungai Strategis 
Nasional. Demikian juga untuk Satuan Wilayah Sungai (SWS) lintas 
kabupaten, penyelenggaraan koordinasi pengembangan dan 
pengelolaan SWS perlu dibentuk Dewan Sumber daya air atau 
dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai 
lintas kabupaten/kota untuk antara lain memfasilitasi penyelesaian 
sengketa antar-kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air, 
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serta membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi 
kebutuhan pokok masyarakat atas air.61  
e. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM), 
penyelenggaraan pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut 
Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik 
daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok 
masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem 
penyediaan air minum. Penyelenggara adalah orang perseorangan, 
kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air 
minum dari Penyelenggara. 
1. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal 
dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk khusus 
sebagai Penyelenggara. 
2. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah 
badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah 
Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
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kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai 
Penyelenggara. 
3.  Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan 
yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan 
prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus 
sebagai Penyelenggara. 
4.  Badan usaha swasta adalah badan hukum milik swasta yang 
dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
5.   Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan 
yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama. 
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang sumber daya air. 
Pihak swasta dan Perorangan dapat berperan dalam Sistem 
Pengembangan Air Minum (SPAM) pada daerah, wilayah, atau 
kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN dengan 
sistem perizinan memerlukan persyaratan yang sebelumnya harus 
dikonsultasikan kepada masyarakat.62  
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B. Mahkamah Konstitusi 
1. Esensi dan Urgensi Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan 
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping 
Mahkamah Agung  (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga 
UUD 1945.63 Indonesia  merupakan negara ke-78 yang membentuk 
MK Pembentukan MK sendiri  merupakan fenomena negara modern 
abad ke-20.64  
Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi  
politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, 
keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan 
pembentukan undang-undang  yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. 
Hal itu diperlukan agar undang- undang tidak menjadi legitimasi bagi 
tirani mayoritas wakil rakyat di DPR  dan Presiden yang dipilih 
langsung oleh mayoritas rakyat.65  
Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut  
supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi 
yang  sederajat. Hal itu memungkinkan dan dalam praktik sudah 
terjadi sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum 
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hukum  untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah 
Mahkamah  Konstitusi.66   
Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah 
Konstitusi pada setiap Negara memiliki latar belakang yang beragam, 
namun secara umum adalah berawal dari suatu perubahan politik 
kekuasaan yang otoriter menjadi, sedangkan keberadaan Mahkamah 
Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antarlembaga yang 
demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar 
lembaga.67  
Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi  
perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip  
negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 
1 ayat  ( 1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah 
negara kesatuan  yang berbentuk republik Negara kesatuan tidak 
hanya dimaknai sebagai  kesatuan wilayah geograﬁs dan 
penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam  prinsip negara kesatuan 
menghendaki adanya satu sistem hukum nasional.  Kesatuan sistem 
hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar  
pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi  
                                            
     66 Ibid. 
     67 Ni’matul Huda, 2003, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika 
Perubahan UUD 1945, FH UII press., Yogyakarta, hlm. 223. 
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hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki  
sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.68         
Pasal 1 ayat (1) juga menyatakan bahwa Negara Indonesia 
berbentuk  republik. Di dalam negara republik penyelenggaraan 
negara dimaksudkan  untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem 
demokrasi, yaitu  pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. 
Penyelenggaraan negara  harus merupakan wujud kehendak seluruh 
rakyat yang termanifestasikan  dalam konstitusi. Oleh karena itu 
segenap penyelenggaraan negara harus  dilaksanakan berdasarkan 
konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi  konstitusi.69   
Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian 
dari  prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas 
menyatakan  bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum 
adalah satu kesatuan  sistem yang hierarkis dan berpuncak pacla 
konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti 
juga supremasi konstitusi.   
Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2)  
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan  menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian 
konstitusi menjadi  penentu bagaimana dan siapa saja yang 
melaksanakan kedaulatan rakyat  dalam penyelenggaraan negara 
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dengan batas sesuai dengan wewenang  yang diberikan oleh 
konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga  rnenentukan substansi 
yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai  batas 
penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia  
dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, 
dan  pemajuannya adalah tanggung jawab negara.70   
Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak 
dilanggar,  maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah 
konstitusi  tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan 
memberikan  wewenang pengujian serta membatalkan jika memang 
ketentuan hukum yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi. 
Pengujian ini sangat diperlukan  karena aturan hukum undang-undang 
itulah yang akan menjadi dasar  penyelenggaraan negara. Salah satu 
ukuran yang paling mendasar adalah  ada atau tidaknya pelanggaran 
terhadap hak konstitusional yang ditentukan  dalam UUD 1945. 
Dengan latar belakang tersebut, MK RI dibentuk melalui  Perubahan 
Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal  24C, 
dan Pasal 7B UUD 1945.71         
Ikhsan Rosyada berpendapat bahwa kedudukan dan peranan 
Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi 
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mempunyai wewenang yang terkait langsung dengan kepentigan 
politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan dalam system kekuasaan 
di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan 
Mahkamah Konstitusi sangat rawan terhadap intervensi atau 
pengaruh kepentingan dari luar.72 
 
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi  
Sesuai amanat konstitusi pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 
1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 
(satu) kewajiban. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam 
Pasal 24C ayat (1), sedangkan kewajiban yang diembannya diatur 
pada ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Lebih lanjut 
kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
dengan rincian sebagai berikut: 
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
c. Memutus pembubaran partai politik; dan  
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 
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melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
a. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Dalam melakukan fungsi peradilan dalam keempat bidang 
kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran 
terhadap UUD 1945, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai 
kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD NRI. Berdasarkan hal 
tersebut, disamping berfungsi sebagai pengawai UUD,  Mahkamah 
Konstitusi juga biasa disebut sebagai the sole interpreter of the 
Constitution.73  
Hal ini diperkuat oleh pemikiran Hans Kelsen yang berpendapat 
bahwa tugas menguji undang-undang tidak boleh dipercayakan oleh 
Mahkamah Agung sebagai peradilan biasa tetapi harus diletakkan 
pada satu special tribunal yang berdiri sendiri disamping Mahkamah 
Agung.74 
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, 
salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
ﬁnal untuk menguji UU terhadap UUD. Baik dalam kepustakaan 
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maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji 
(toetsingsrecht), yaitu: hak menguji formal (formele zoetsingsrecht) 
dan hak menguji material (materiele toetsingsrecht).75 
1. Pengujian Formil (Formele Toetsingsrecht)   
Pasal 51 ayat (3) huruf UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah  Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, di mana 
dalam ketentuan  tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan 
dengan jelas bahwa  pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan 
berdasarkan UUD 1945.76   
2. Pengujian Materiil (Materiele Toetsingsrecht)   
 Pasal 51 ayat (3) huruf UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah  Konstitusi mengatur mengenai pengujian materiil, dimana 
dalam ketentuan  tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan 
dengan jelas bahwa  materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau 
bagian UU dianggap bertentangan  dengan UUD 1945. Mengenai hal 
tersebut diatur lebih lanjut dalam  Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 
O6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara  dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian  materiil sebagai 
berikut: “Pengujian materiil adalah pengujian UU yang  berkenaan 
dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU  
dianggap bertentangan dengan UUD 1945.77 
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b.    Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) 
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu 
lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya diikat oleh 
prinsip checks and balances. Dalam prinsip tersebut, lembaga-
lembaga negara itu diakui sederajat, dan saling mengimbangi satu 
sama lain. Prinsip Checks and balances tersebut menurut David 
Wootton sebenarnya hanya merupakan salah satu teknik saja untuk 
mengemukakan konsep saling kontrol dan saling mengimbangi antar 
cabang kekuasaan negara.78  
Sebagai implikasi adanya mekanisme checks and balances pada 
hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan 
kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan 
dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang 
Dasar. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan 
organ tersendiri yang diserahi untuk memutus ﬁnal atas hal itu. Dalam 
sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, 
mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan 
melalui proses peradilan tata negara, yang dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah 
Konstitusi.79 
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Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa 
kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD, di samping melakukan pengujian undang-undang 
terhadap UUD, pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional 
yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang 
terdapat dalam UUD. Ini disebabkan karena dari dua hal inilah 
persoalan konstitusionalitas dapat timbul. Fungsi Mahkamah 
Konstitusi sebagai peradilan konstitusi tercermin dalam (2) dua 
kewenangan tersebut, yaitu: (1) kewenangan untuk menguji undang-
undang terhadap UUD; dan (2) kewenangan untuk memutus SKLN 
yang kewenangannya bersumber dari UUD.80 
c.    Memutus Pembubaran Partai Politik 
Dengan adanya Perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 24C 
ayat (1), pembubaran partai politik menjadi bagian dari wewenang MK. 
Jika dilihat dari proses pembahasan perubahan UUD 1945, 
wewenang memutus pembubaran partai politik sejak awal sudah 
mengemukakan terkait dengan akan dibentuknya Mahkamah 
Konstitusi. Pemberian wewenang itu menurut anggota Pataniari 
Siahaan karena perkara pembubaran partai politik menyangkut 
rnasalah politik sehingga dipandang lebih tepat menjadi wewenang 
Mahkamah Konstitusi dan kurang tepat jika dimasukkan dalam 
masalah hukum yang ditangani Mahkamah Agung. Mahkamah Agung 
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dinilai lebih banyak menangani perkara kasasi yang saat itu sudah 
menumpuk. Selain itu, dari sisi hakim yang menangani perkara, hakim 
konstitusi dinilai memiliki kualiﬁkasi yang lebih baik untuk menangani 
perkara-perkara terkait dengan konstitusi. Kewenangan pembubaran 
yang saat itu dipegang oleh Mahkamah Agung dinilai tidak 
proporsional.81 
Partai politik, dan juga pemilihan umum, terkait erat dengan 
pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, masalah 
pembubaran partai politik juga dipandang menyangkut masalah 
konstitusi sehingga menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.  
Walau tidak secara khusus menyebutkan alasan pembubaran 
partai politik, namun Pasal 68 ayat (2) UU MK mewajibkan pemohon; 
Menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang 
ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang 
bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Berdasarkan ketentuan UU MK, permohonan pembubaran partai 
politik dapat dilakukan tidak terbatas dengan tindakan yang terkait 
dengan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi 
jika (a) ideologi; (b) asas; (c) tujuan; dan (d) programnya dipandang 
bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 
2 PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam 
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Pembubaran Partai Politik yang menyatakan bahwa partai politik 
dapat dibubarkan oleh MK apabila: 
1. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan  
dengan UUD dan/atau 
2. kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau 
akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945. 
Dengan demikian alasan pengajuan permohonan pembubaran 
partai politik meliputi: 
1. Ideologi bertentangan dengan UUD 1945; 
2. Asas bertentangan dengan UUD 1945; 
3. Tujuan bertentangan dengan UUD 1945; 
4. Program bertentangan dengan UUD 1945; 
5. Kegiatan bertentangan dengan UUD 1945; 
6. Akibat dari kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945; 
7. Menganut, mengembangkan, serta menyebarluaskan ajaran 
Komunisme/Marxisme - Leninisme; atau 
8. Pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk 
melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara 
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf 
e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. 
d.   Memutus Perselisihan Hasil Pemilu 
Kewenangan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 
sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) lainnya diatur 
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dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kemudian kewenangan tersebut 
diturunkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK).  
Sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum 
diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota 
DPRD, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu 
dengan sendirinya perselisihan hasil Pemilu meliputi ketiga jenis 
Pemilu tersebut, yaitu Pemilu anggota DPR dan DPRD, Pemilu 
anggota DPD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai 
mana diatur pula dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK. 
Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah (Pemilukada) secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari 
pemilihan umum. Perubahan Pemilukada dari rejim pemerintahan 
daerah ke rejim Pemilu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236C UU Nomor 
12 Tahun 2008 mengamanatkan pengalihan wewenang memutus 
sengketa Pemilukada dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak 
diundangkannya undang-undang ini. Pengalihan Wewenang secara 
resmi dilakukan oleh Ketua MA dan Ketua MK pada 29 Oktober 2008. 
Mulai saat inilah memutus perselisihan hasil Pemilukada menjadi 
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bagian dari wewenang MK. Dengan demikian jenis Pemilu di mana 
sengketa hasilnya menjadi wewenang MK untuk mengadili dan 
memutus adalah meliputi:82 
1. Pemilu Legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota 
DPR,DPD, dan DPRD; 
2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 
3. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  
Perkembangan bentuk perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah 
Konstitusi juga tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil 
Pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu, melainkan juga terkait 
dengan kualitas pelaksanaan Pemilu. Mahkamah Konstitusi akan juga 
menilai substansi pelaksanaan Pemilu. Akan dilihat pelaksana Pemilu 
sudah mampu mengejawantahkan asas-asas Pemilu, Luber dan jurdil, 
atau asas-asas tersebut diabaikan saja.83 
Asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan jurdil (jujur 
dan adil) adalah asas Pemilu yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat 
(1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertekad 
menegakkan keadilan substantif, sehingga apabila pelaksanaan 
Pemilu bermasalah maka Mahkamah Konstitusi dapat pula 
memerintahkan penyelenggara Pemilu untuk melakukan 
penghitungan suara ulang atau Pemungutan suara (Pemilu) ulang. 
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Menurut Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu, 
Mahkamah bukan hanya sebagai lembaga peradilan banding atau 
kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah 
disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk sectoral and 
local legal remedies (penyelesaian hukum lokal dan sektoral) yang 
terkait pidana Pemilu dan sengketa administrasi Pemilu semata. 
Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa Pemilu merupakan lembaga 
peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan 
hasil Pemilu, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat 
kuantitatif, yaitu selain menyelesaikan sengketa terkait dengan angka 
signiﬁkan hasil akhir Pemilu juga Mahkamah juga mengadili 
konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu.84 
 
e. Memberikan Putusan Atas Pendapat DPR Dalam Proses 
Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa 
Jabatannya 
Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa MK wajib  
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 
pelanggaran  hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang  Dasar. Ketentuan tersebut dirumuskan secara 
berbeda dibanding dengan  wewenang yang dirumuskan dalam Pasal 
24C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan  Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 
                                            
      84 Ibid., hlm. 222. 
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tersebut terkait dengan ketentuan tentang  pemberhentian Presiden 
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam  Pasal 7A dan 
Pasal 7B UUD 1945. Dengan demikian maksud dari frasa  “dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut  Undang-
Undang Dasar” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan  
Pasal 7B UUD 1945.85 
Adanya ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau 
Wakil  Presiden dalam masa jabatannya dalam UUD 1945 pasca 
perubahan  tersebut memunculkan istilah baru dalam bidang hukum 
tata negara, yaitu  impeachment dan pemakzulan. Pemakzulan 
merupakan proses pemberhentian  seorang pejabat publik dalam 
masa jabatannya, atau sebelum masa jabatan  tersebut berakhir atau 
disebut dengan istilah removal from ofﬁce. Dalam proses  pemakzulan 
tersebut terdapat mekanisme impeachment, yaitu pendakwaan  atas 
suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian.86   
impeachment adalah prosedur di mana seorang pejabat publik 
yang dipilih,  didakwa melakukan pelanggaran hukum. Namun 
demikian, impeachment  tidak mengharuskan berakhir pada 
pemberhentian (removal from office).  Impeachment lebih tepat 
diartikan sebagai pernyataan atau pendapat yang  mendakwa, atau 
                                            
      85 Ibid., hlm. 249. 
      86 Ibid. 
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dapat diparalelkan dengan pengertian dakwaan dalam  hukum 
pidana.87       
Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dapat diketahui 
bahwa  proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 
melalui tiga tahapan,  yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK dan 
tahapan di MPR. Tahapan  pertama adalah tahapan pengusulan yang 
dilakukan oleh DPR sebagai salah  satu pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan  fungsi 
pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa Presiden dan/atau  
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, atau  perbuatan tercela rnaupun apabila terbukti tidak 
lagi memenuhi syarat  sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, 
maka DPR dapat mengajukan  usul pemberhentian. Pendapat tentang 
pelanggaran hukum atau kondisi  Presiden dan/atau Wakil Presiden 
tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus  diputus dalam sidang 
paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3  anggota DPR 
dan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir.88   
Namun demikian persyaratan kuorum dan persetujuan yang 
diperlukan  untuk pernyataan pendapat DPR dimaksud diatur lebih 
ketat dalam UU  Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
                                            
      87 Ibid., hlm. 249-250. 
      88 Ibid., hlm. 258. 
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DPRD. Pasal 184  ayat (4) UU tersebut menyatakan bahwa hak 
rnenyatakan pendapat tentang  pelanggaran hukum oleh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden atau Presiden  dan/atau Wakil Presiden tidak 
lagi memenuhi syarat harus diambil dalam rapat paripurna yang 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota DPR  dan disetujui oleh 
sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPR  yang hadir.89  
Tahap kedua adalah tahap di MK Apabila pendapat DPR tentang  
pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan di atas,  
DPR selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada MK yang 
akan  memeriksa, mengadili clan memutus dengan seadil-adilnya 
dalam Waktu 90 hari. MK dalam hal ini dapat memutuskan pendapat 
DPR terbukti atau tidak.90 
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR  
menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pem-  
berhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR  
wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR 
tersebut  paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul 
tersebut.  Pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden 
diputuskan dalam  rapat paripurna MPR yang harus dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 3/4 dari  jumlah anggota MPR dan 
                                            
      89 Ibid. 
      90 Ibid., hlm. 258-259. 
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pemberhentian itu disetujui sekurang-kurangnya  2/3 dari anggota 
MPR yang hadir. Dalam rapat paripurna itu Presiden dan/  atau Wakil 
Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.91   
Keseluruhan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden  di atas merupakan mekanisme removal from office yang 
harus dilalui. Dengan  demikian proses persidangan di MK untuk 
memutus pendapat DPR tentang  pelanggaran hukum Presiden 
dan/atau Wakil Presiden adalah salah satu  tahapan saja yang dikenal 
dengan istilah impeachment Dalam forum MK  inilah DPR mengajukan 
dakwaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden. MK 
memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir apakah pendapat 
DPR tersebut terbukti atau tidak, tetapi tidak memutus 
memberhentikan Presiden  dan/atau Wakil Presiden. Keputusan 
pemberhentian diambil pada tahapan  selanjutnya, yaitu oleh MPR.92  
  
3.  Putusan Mahkamah Konstitusi 
a. Definisi Putusan 
Putusan Hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh 
pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka 
dengan sebaik-baiknya. Karena mereka mengharapkan kepastian 
hukum dan keadilan dalam perkara mereka. Untuk itu Hakim harus 
                                            
      91 Ibid., hlm. 259. 
      92 Ibid. 
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benar-benar mengetahui duduk perkara sebenarnya dan peraturan 
hukum yang diterapkan agar dalam putusan tersebut tercipta 
kepastian hukum dan mencerminkan keadilan.93 
Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai 
pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu, diucapkan 
dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau 
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Setiap 
putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus 
ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan Hakim-Hakim anggota 
yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera 
pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan Hakim pada 
persidangan (uitspraak) harus benar-benar sama dengan apa yang 
tertulis (vonnis), begitu juga sebaliknya. Jika terjadi perbedaan apa 
yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang 
diucapkan, karena lahirnya satu putusan sejak diucapkannya.94 
b.   Putusan Mahkamah Konstitusi 
Putusan Mahkamah konstitusi bersifat final dan berlaku secara 
umum, putusan semacam ini disebut sebagai putusan yang berasas 
erga omnes. Perbedaan yang paling mendasar putusan Mahkamah 
konstitusi dan putusan dari lembaga peradilan lainnya adalah asas 
erga omnes. Pada peradilan umum, putusannya hanya mengikat para 
                                            
      93 Bambang Sutiyoso, 2006,  Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Citra Aditya Bakti., Bandung, hlm. 117. 
      94 Ibid., hlm. 118-119. 
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pihak yang bersengketa saja namun putusan Mahkamah konstitusi 
mengikat semua warga negara. 
1. Pengambilan Keputusan 
Dasar, prosedur, serta tata cara pengambilan putusan yang 
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan Pasal 45 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 
sebagai berikut: 
(1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan 
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.  
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan 
permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 
(dua) alat bukti.  
(3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang 
terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar putusan.  
(4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil 
secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno 
Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.  
(5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Konstitusi 
wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 
terhadap permohonan. 
(6) Dalam hal musyawarah sidang pleno Hakim Konstitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat 
menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai 
musyawarah sidang pleno Hakim Konstitusi berikutnya. 
(7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan 
dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, 
putusan diambil dengan suara terbanyak. 
(8) Dalam hal musyawarah sidang pleno Hakim Konstitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil 
dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno 
Hakim Konstitusi menentukan.  
(9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu 
juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan 
kepada para pihak.  
75 
 
(10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota 
Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.  
 
Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Mahkamah 
konstitusi dalam memutus perkara berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim. Selain hal 
tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi diambil juga berdasarkan 
Musyawarah untuk mufakat dilingkungan Majelis Hakim Konstitusi. 
2. Isi Putusan 
Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah konstitusi, putusan Mahkamah konstitusi 
haruslah memuat: 
a) Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 
b) Identitas para pihak;  
c) Ringkasan permohonan; 
d) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam 
persidangan;  
e) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; 
f) Amar putusan; dan  
g) Hari, tanggal putusan, nama Hakim Konstitusi, dan panitera.  
Berkaitan dengan amar putusan, berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, digolongkan 
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berdasarkan jenis perkara yang diadili. Penjabaran amar putusan 
tersebut sebagai berikut: 
Pertama, Putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar. Amar putusannya berupa: Permohonan tidak dapat 
diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Hal ini 
didasarkan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5). 
Kedua, Putusan sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Amar 
putusannya sebagai berikut: Permohonan tidak dapat diterima, 
permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak (Pasal 64). Selain 
hal tersebut putusan Mahkamah konstitusi dalam sengketa 
kewenangan lembaga negara dapat berupa putusan selah (Pasal 63). 
Ketiga, Pembubaran partai politik. Amar putusannya berupa: 
Permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan 
permohonan ditolak (Pasal 70). 
Keempat, putusan perselisihan hasil pemilihan umum. Amar 
putusannya sebagai berikut: permohonan tidak dapat diterima, 
permohonan dikabulkan, dan permohonan di tolak (Pasal 77). 
Kelima, putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Amar 
putusannya sebagai berikut: Permohonan dinyatakan gugur (Pasal 
82), Permohonan tidak dapat diterima, Membenarkan pendapat DPR, 
permohonan ditolak (Pasal 83).  
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Berdasarkan penggolongan tersebut dapat disimpulkan amar 
putusan Mahkamah konstitusi sebagai berikut, Pemohonan Tidak 
Dapat Diterima, Permohonan Dikabulkan, Permohonan Ditolak, 
Permohonan Gugur, dan membenarkan pendapat DPR, serta putusan 
selah. Meskipun pemohon ataupun termohon tidak tidak hadir dalam 
persidangan, pemeriksaan perkara perkara tetap dilanjutkan. Ketidak 
hadiran tersebut hanya akan merugikan meraka sendiri, karena tidak 
menggunakan kesempatan untuk memberikan pembelaan terhadap 
perkara yang sedang dijalani. 
 
3. Pelaksanaan Putusan 
Suatu putusan tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan, 
karena berarti hak-hak para pihak belum dapat dipulihkan secara 
nyata sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan putusan 
(eksekusi) adalah realisasi dari kewajiban pihak-pihak yang 
bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam 
putusan tersebut. 
Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: 
“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum 
tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum.” 
 
Dengan demikian Putusan MK tersebut langsung mengikat dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
   Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian 
normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang 
objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, 
peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta 
yurisprudensi.95 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini, diperoleh dari 
sumber data sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan berupa literature, peraturan perundang-
undangan, karya-karya ilmiah, internet dan sumber bacaan 
lainnya yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini. 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research). 
                                            
      95 Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 
Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 119.  
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    Studi Kepustakaan ialah suatu metode yang berupa 
pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka 
atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok 
permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam 
penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan 
kepustakaan baik berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, 
hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, 
artikel, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana 
yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat 
menunjang penyelesaian penelitian ini.   
 
D.  Analisis Data 
Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan, diolah dengan 
analisi kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. 
Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data 
yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya 
diberi penafsiran dan kesimpulan.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konsitusi terhadap   
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber 
Daya Air 
Adapun ringkasan pertimbangan hukum hakim Mahkamah 
Konstitusi dalam menjatuhkan putusan nomor 85/PUU-XI/2013 
mengenai pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
terhadap UUD 1945 sebagai berikut:  
Mahkamah Konstitusi menjatuhkan pertimbangan yang sangat 
erat kaitannya dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 26 
ayat (7), Pasal 80, Pasal 45, serta Pasal 46 UU sumber daya air, yang 
mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air 
yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di mana 
dalam tuntutan yang berasas pada pasal-pasal tersebut, dapat 
diketahui bahwa Undang-Undang a quo sudah memberikan ruang 
seluas-luasnya bagi swasta (badan usaha dan individu) untuk 
menguasai sumber daya air. Pemberian hak kepada swasta untuk 
menguasai sumber daya air dijabarkan oleh Undang-Undang ini 
melalui izin hak guna usaha. Hak Guna Usaha menjadi instrumen baru 
yang menentukan hak pengusahaan atas sumber-sumber air yang 
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ada. Dengan sifat tersebut, instrumen Hak Guna Usaha 
merekonstruksi penguasaan sumber-sumber air, termasuk sumber air 
yang telah diusahakan bagi kepentingan bersama masyarakat.96    
Sumber-sumber air milik bersama masyarakat dan diperoleh 
secara bebas dapat diambil alih oleh swasta (individu dan badan 
usaha) dengan adanya izin Hak Guna Usaha. lni merupakan 
diskriminasi formalitas perizinan dan menciptakan monopoli 
penguasaan sumber-sumber air oleh swasta dan kelompok yang 
mampu memperoleh izin Hak Guna Air terhadap kelompok 
masyarakat yang selama ini menggunakan air secara bersama-sama 
yang tergolong masyarakat tidak mampu. Dengan sumber air tersebut, 
swasta mengelola dan mendistribusikannya untuk berbagai 
kepentingan dan memungut biaya. Dengan demikian sumber-sumber 
air digunakan untuk kepentingan komersial.97  
Terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi 
berpendapat:98 
a. Bahwa Negara dengan kekuasaannya mengatur semua sumber 
daya, termasuk di dalamnya sumber daya air dengan instrumen 
hak. Terkait dengan hal tersebut, Penjelasan Umum UU sumber 
daya air menyatakan bahwa pengaturan hak atas air diwujudkan 
melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh 
                                            
      96 Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 26-27. 
      97 Ibid. 
      98 Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 131-145. 
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dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. 
Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak 
pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk 
memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) 
air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah 
kepada pengguna air, baik bagi pihak yang wajib memperoleh 
izin maupun yang tidak wajib memperoleh izin.  
b. Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin 
meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air 
dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi 
menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan 
berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain, 
pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai 
ekonomi akan cenderung memihak kepada pemilik modal serta 
dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, seharusnya Undang-Undang a quo lebih 
memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok 
masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip 
pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan 
fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi; 
c. Bahwa di Indonesia pemaknaan bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
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mengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, 
khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang 
sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan 
manusia  atau  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak.  Sebagai  
salah  satu  unsur penting dalam kehidupan manusia yang 
menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh 
negara [vide Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]; 
Berdasarkan pertimbangan tersebut  maka  dalam  pengusahaan  
air  harus  ada pembatasan  yang  sangat  ketat  sebagai upaya  untuk  
menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi 
kehidupan bangsa [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]; 
1. Bahwa pembatasan pertama  adalah  setiap  pengusahaan 
atas  air  tidak  boleh  mengganggu,  mengesampingkan,  
apalagi  meniadakan  hak rakyat  atas  air  karena  bumi  dan  
air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  selain  
harus  dikuasai  oleh  negara,  juga  peruntukannya  adalah  
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 
2. Bahwa sebagai pembatasan kedua adalah  bahwa  negara  
harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana 
dipertimbangkan  di  atas,  akses terhadap air  adalah  salah  
satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat  (4) menentukan, 
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan  pemenuhan  hak  
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asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah.  
3. Bahwa sebagai pembatasan ketiga,  harus  mengingat 
kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak 
asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, 
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  
bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  
baik  dan  sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan.” 
4. Bahwa  pembatasan keempat  adalah  bahwa  sebagai cabang  
produksi  yang  penting  dan  menguasai  hajat  hidup  orang  
banyak  yang harus  dikuasai  oleh  negara  [vide    Pasal  33  
ayat  (2)  UUD  1945]  dan  air  yang menurut  Pasal  33  ayat  
(3)  UUD  1945  harus  dikuasai oleh negara  dan dipergunakan  
untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  maka  pengawasan  
dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; 
5. Bahwa pembatasan kelima adalah sebagai kelanjutan hak 
menguasai  oleh  negara  dan  karena  air  merupakan  sesuatu  
yang  sangat menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  maka  
prioritas  utama  yang  diberikan pengusahaan atas air adalah 
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; 
6. Bahwa apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas 
sudah terpenuhi  dan ternyata  masih ada  ketersediaan  air, 
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Pemerintah masih dimungkinkan  untuk  memberikan  izin  
kepada  usaha  swasta  untuk melakukan pengusahaan atas air 
dengan syarat-syarat tertentu dan ketat; 
d. Bahwa UU sumber daya air dalam pelaksanaannya harus 
menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak 
penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu 
dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 
diberi mandat untuk membuat kebijakan (beleid), masih 
memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan 
pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan 
(toezichthoudensdaad).  
Dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 
bertanggal 15 Desember 2004, Mahkamah lebih lanjut 
menjelaskan perihal bagaimana fungsi pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 
(beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) itu 
dilaksanakan. Mahkamah, antara lain menyatakan: 
Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan 
oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan 
dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi 
(licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh 
negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi 
oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh 
Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) 
dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-
holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam 
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manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum 
Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana 
negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya 
atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi 
pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan 
oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan 
mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara 
atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan 
untuk sebesar-besarnya  kemakmuran seluruh rakyat; 
 
Jaminan bahwa negara masih tetap memegang hak 
penguasaannya atas air itu menjadi syarat yang tak dapat 
ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas UU sumber daya air 
sebab hanya dengan cara itulah hal-hal berikut, sebagaimana 
ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 058-059- 060- 
063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut, dapat 
diwujudkan yaitu:  
1. Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani 
biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang 
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk 
pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. 
Namun, mengingat kebutuhan akan air untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat tidak cukup lagi 
diperoleh langsung dari sumber air yang diusahakan oleh 
masyarakat maka negara wajib menjamin hak setiap orang 
untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan 
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pokoknya, termasuk mereka yang menggantungkan 
kebutuhan itu pada saluran distribusi. Berkenaan dengan hal 
itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab 
dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan 
harus menjadi prioritas program Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
2. Konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan 
konsep hak dalam pengertian umum. Konsep hak dalam Hak 
Guna Air haruslah sejalan dengan konsep res commune 
yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Hak 
Guna Air mempunyai dua sifat: 
 Pertama, hak in persona yang merupakan pencerminan 
dari hak asasi dan karenanya melekat pada subjek 
manusia yang bersifat tak terpisahkan. Perwujudan dari 
sifaf Hak Guna Air yang pertama ini ada pada Hak Guna 
Pakai Air.  
 Kedua, hak yang semata-mata timbul dari izin yang 
diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
Perwujudan sifat Hak Guna Air yang kedua ini ada pada 
Hak Guna Usaha Air.  
3. Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU sumber daya air 
harus ditafsirkan sebagai turunan (derivative) dari hak hidup 
yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, pemanfaatan 
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air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna 
Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada 
Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada 
pola yang disusun dengan melibatkan peran serta 
masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Hak Guna 
Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak 
penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Hak 
Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem 
perizinan yang digunakan Pemerintah untuk membatasi 
jumlah atauvolume air yang dapat diperoleh atau diusahakan 
oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus 
dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen 
penguasaan. Dengan demikian, swasta tidak boleh 
melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya 
air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam 
jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang 
ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara 
ketat. 
4. Prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air 
wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai 
sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek 
untuk dikenai harga secara ekonomi. Dengan demikian, tidak 
ada harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang 
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harus dibayar oleh penerima manfaat. Di samping itu, prinsip 
ini harus dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak 
mengenakan perhitungan secara sama tanpa 
mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air. 
Oleh karena itu, petani pemakai air, pengguna air untuk 
keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban 
membiayai jasa pengelolaan sumber daya air. 
5. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas 
sumber daya air diakui, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) 
UUD 1945. Adanya ketentuan tentang pengukuhan kesatuan 
masyarakat hukum adat yang masih hidup melalui Peraturan 
Daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan 
bersifat deklaratif.  
6. Pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak 
diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin 
pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air 
untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan 
dimaksud, antara lain, kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, 
pertanian,ketenagaan, industri, pertambangan, 
perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olah 
raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta 
kebutuhan lain.  
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e. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana 
diuraikan di atas tampak bahwa hak penguasaan oleh negara 
atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang a quo 
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu 
maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh 
Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan UU sumber daya air 
telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran 
Mahkamah sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air 
benar-benar akan terwujud secara nyata? Satu-satunya cara 
yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini 
adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan 
pelaksanaan dari UU sumber daya air, dalam hal ini Peraturan 
Pemerintah. Dengan mengambil langkah ini bukanlah berarti 
Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, 
melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas 
Undang-Undang yang sedang diuji (c.q.UU sumber daya air) 
digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang-
Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan 
penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang 
menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang-Undang 
yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, 
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sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan 
penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan 
bahwa Undang-Undang yang bersangkutan memang 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 
f. Mahkamah memberikan penafsiran baru terkait hak menguasai 
negara dengan meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan 
sendiri oleh negara atas sumber daya alam, dalam hal ini minyak 
dan gas bumi, supaya perolehan pendapatannya lebih banyak, 
yang akan meningkatkan APBN dan selanjutnya akan 
meningkatkan usaha ke arah sebesar-besar kemakmuran rakyat 
(vide Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 
2012) 
g. Bahwa hingga berakhirnya pemeriksaan persidangan terhadap 
permohonan a quo, Presiden telah menetapkan sejumlah 
Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) sebagai 
pelaksanaan UU sumber daya air, yang relevan dengan 
permohonan a quo, yaitu:  
1) PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum sebagai pelaksanaan Pasal 40 UU 
sumber daya air; 
2) PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagai 
pelaksanaan Pasal 41 UU sumber daya air; 
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3) PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Air sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 
ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat 
(3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), 
Pasal 31, Pasal 32 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat 
(2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), 
Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 
61 ayat (5), Pasal 62 ayat (7), Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 
ayat (8), Pasal 69, Pasal 81, dan Pasal 84 ayat (2) UU 
sumber daya air;  
4) PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah sebagai 
pelaksanaan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), 
Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 
60, Pasal 69, dan Pasal 76 UU sumber daya air;  
5) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai 
pelaksanaaan Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan 
Pasal 58 ayat (2) UU sumber daya air; 
6) PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa sebagai 
pelaksanaan Pasal Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan 
Pasal 58 ayat (2) UU sumber daya air;  
Menimbang bahwa meskipun Pemerintah telah menetapkan 
enam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU sumber 
daya air a quo, namun menurut Mahkamah keenam Peraturan 
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Pemerintah tersebut tidak memenuhi enam prinsip dasar 
pembatasan pengelolaan sumber daya air. Namun demikian 
pada tanggal 12 September 2014, Pemerintah telah menetapkan 
PP Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air sebagai 
pelaksanaan Pasal 10 UU sumber daya air, lama setelah 
Mahkamah mengakhiri sidang dalam perkara a quo pada tanggal 
18 Maret 2014 sehingga tidak ikut dipertimbangkan dalam 
putusan ini. 
h. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan 
dengan jantung UU SDA maka permohonan para Pemohon 
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya 
Adapun yang menjadi perhatian dalam penelitian penulis terkait 
pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi adalah pertama, 
penetapan enam pembatasan dalam pengelolaan sumber daya air. 
Kedua,  perluasan tafsir hak menguasai negara dengan meletakkan 
peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh negara atas 
sumber daya alam.  
Air merupakan  salah  satu  unsur penting dalam kehidupan 
manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, Hakim MK memberikan enam pembatasan 
pengelolaan sumber daya air sebagai upaya untuk menjaga 
kelestarian dan keberlanjutan ketersedian air bagi kehidupan 
bangsa. Akibatnya seluruh peraturan pemerintah yang terkait UU 
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sumber daya air dibatalkan karena menurut Hakim MK, keenam 
Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi  prinsip dasar 
pembatasan pengelolaan sumber daya air. 
Peraturan pemerintah memang bukan menjadi kewenangan MK 
untuk menguji, tetapi karena UU Sumber Daya Air yang di uji adalah 
“roh” atau “jantung” dari hak penguasaan oleh negara atas air yang 
menggantungkan hajat hidup orang banyak sehingga peraturan 
pelaksana UU tersebut juga harus diperiksa secara seksama dan 
semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas undang-undang 
yang diuji dan mengimplementasikan penafsiran Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi. 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna 
Air meskipun tidak dipertimbangkan Mahkamah dalam putusannya. 
Hal itu hanya semata karena PP tersebut dikeluarkan setelah MK 
mengakhiri sidangnya. Meskipun demikian, karena PP tersebut 
merupakan pelaksana dari ketentuan Pasal 10 UU Sumber Daya Air, 
sedangkan UU tersebut telah dibatalkan, maka peraturan pelaksana 
tersebut tidak berlaku dengan sendirinya.  
Enam pembatasan pengelolaan sumber daya air menjadi prinsip 
dasar dalam tata kelola air, sehingga berbagai izin baik yang berlaku 
pada saat rezim UU sumber daya air maupun setelah pembatalan 
UU tersebut harus berdasarkan prinsip pembatasan pengelolaan 
sumber daya air. Pembatasan ini sifatnya kumulatif dan ketat. 
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Namun implementasinya terpulang kembali kepada politik hukum 
Pemerintah dalam mengelola sumber daya air.99 
Penguasaan sumber daya air oleh pihak swasta dengan 
menggunakan instrumen hak guna usaha, telah mengebiri hak 
menguasai negara yang merupakan amanat konstitusi kepada 
Pemerintah untuk menguasai sumber daya air dan diperuntukkan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 
UUD NRI 1945.100 Hakim MK kemudian memberikan penafsiran baru 
terkait hak menguasai negara dengan meletakkan peringkat pertama 
pada pengelolaan sendiri oleh negara atas sumber daya alam.   
Permasalahan yang biasanya timbul dalam perundang-
undangan di bidang perekonomian sumber daya alam, sepanjang 
berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah: bagaimana 
penguasaan negara atas sumber daya alam, bagaimana menjamin 
dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta 
bagaimana perananan swasta/modal/investor dalam perekonomian 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
                                            
      99 Ida Nurlinda, 2016, Pengaturan Penguasaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air 
Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, 
(Online),(http://www.academia.edu/13947228/UU_Sumber_Daya_Air_Pasca_Putusan_M
K diakses 29 Maret 2016). 
      100 Lihat: Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 
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Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi 
Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi ditentukan 
sebagai berikut:101 
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
azas kekeluargaan. 
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 
3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi nasional. 
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang-undang. 
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- 
Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen ditentukan bahwa, 
"perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan." Hal ini merupakan dasar dari prinsip 
demokrasi  ekonomi, bahwa aktifitas ekonomi dikerjakan oleh 
                                            
      101 Lihat: Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 
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semua, untuk semua  masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang 
diutamakan dan bukan  kemakmuran perorangan atau kelompok.  
Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
dinyatakan bahwa, “cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan  menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.” 
Dalam  perjelasannya lebih lanjut diingatkan bahwa jangan sampai 
tampuk  produksi jatuh ke tangan perorangan atau kelompok yang 
berkuasa dan  rakyat banyak ditindasnya. Yang dimaksud dengan 
berkuasa, bukan  hanya yang memiliki kekuasaan politik, tetapi juga 
kekuasaan ekonomi,  melalui kekuatan yang dimilikinya dalam 
penguasaan pasar serta faktor-faktor produksi. Penguasaan oleh 
Negara, memang tidak diartikan  sebagai sepenuhnya pemilikan, 
tetapi harus menjamin adanya  kemampuan dan kewenangan bagi 
Negara untuk dapat melindungi kepentingan umum dan kepentingan 
ekonomi masyarakat. Negara  mempunyai kendali penuh atas 
kegiatan produksi tersebut sehingga kepentingan Negara untuk hajat 
hidup orang banyak akan tetap terjaga. Dalam konteks ini, kegiatan 
usaha sumber daya air yang terkait dengan Pasal 33 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar 1945. Negara tidak wajib melakukan sendiri 
kegiatan produksi tadi, tetapi yang Iebih penting dapat melakukan 
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan tersebut sehingga tetap 
berada di tangan Negara.   
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Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam kaitannya dengan  
demokrasi konstitusional sebagai sumber kekuasaan negara, 
penguasaan negara terhadap sumber daya air haruslah diwujudkan 
untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan 
penguasaan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum 
(rechtstaat). Sehingga penyelenggara negara mengeluarkan 
kebijakan untuk melaksanakan tujuan negara yakni, 
menyejahterakan rakyat. Dapat diartikan pula bahwa Pasal 33 ayat 
(3) tersebut merupakan tanggung jawab negara untuk dapat 
mengelola sumber daya air demi  terwujudnya kesejahteraan rakyat. 
Lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga 
mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat,  
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tanah air 
dan kekayaan alam adalah karunia Tuhan bagi rakyat Indonesia dan 
menjadi sumber bagi kemakmurannya. Dengan keterbatasan yang 
ada pada  Negara, maka pengembangan sumber-sumber kekayaan 
alam tersebut  dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan 
perorangan atau  kelompok masyarakat atau usaha swasta, namun 
harus tetap dalam  kendali pengawasan pemerintah. Dalam kaitan ini 
peranan hukum dan  pengaturan amatlah penting, untuk menjamin 
bahwa potensi kekayaan alam dapat dikembangkan dengan 
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memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai 
dengan pengorbanan dan resiko yang  yang diambilnya, tetapi juga 
terjamin bahwa hasil akhirnya adalah kemakmuran  yang sebesar-
besamya bagi rakyat banyak. Dalam konteks ini, kegiatan  
pengelolaan sumber daya air yang terkait dengan Pasal 33 ayat (3)  
Undang-Undang Dasar 1945, Negara memiliki sumber daya alam 
tersebut untuk dapat mengatur dan memelihara kekayaan tersebut 
untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat melalui pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan tersebut.         
Terkait dengan konsep Hak menguasai negara atas sumber 
daya  alam, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian atas 
hak menguasai negara dalam Putusan MK pada perkara nomor 01-
U21-  022/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Perkataan “dikuasai olah 
negara“  haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh 
negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi 
kedaulatan rakyat  lndonesia atas segala sumber kekayaan “bumi 
dan air dan kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya’’, 
termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh 
kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat 
secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan 
mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan 
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
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pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 
(3) UUD NRI 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan 
penjamin kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, negara bukanlah 
pemilik sumber daya air, melainkan UUD 1945 hanya memberikan 
hak penguasaan kepada negara untuk mengelola sesuai dengan 
tujuan yang telah digariskan oleh UUD 1945 sendiri, yaitu 
“dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi 
kedudukan negara dalam hal ini adalah wali amanat (trustee) dari 
kekayaan alam berupa air. Dengan demikian, UUD 1945 
mengadopsi prinsip air sebagai barang publik. Terkait dengan hal 
tersebut fungsi negara tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, 
artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam 
kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk 
pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu 
kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap 
dapat dikendalikan oleh negara. 
Untuk menjamin prinsip efesiensi berkeadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, 
“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, eﬁsiensi berkeadilan, 
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berkelanjutan, berwawasan Iingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, 
maka  penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus 
dipahami bersifat  relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus 100%, 
asalkan penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah atas pengelolaan 
sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpelihara sebagaimana 
mestinya. Meskipun Pemerintah  hanya memiliki saham mayoritas 
relatif, asalkan tetap menentukan dalam  proses pengambilan 
keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang 
bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan 
saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang  
bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 
UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, ketentuan 
Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak Privatisasi, sepanjang 
privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q Pemerintah 
untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang 
produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup 
orang banyak.102  
Dengan demikian pemberian  prioritas utama pengelolaan 
sumber daya air kepada pemerintah melalui BUMN/BUMD juga tidak 
menolak peran pihak swasta selama tidak meniadakan penguasaan 
                                            
      102 Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-U21-022/PUU-I/2003 mengenai 
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2002 tentang Ketenagalistrikan 
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oleh negara yang mencakup  kekuasaan untuk mengatur 
(regelendaad), mengurus (bestuursdaad),  mengelola 
(baheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang  
menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya  
kemakmuran rakyat.  
 
B. Implikasi Hukum terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 
Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, karena 
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Putusan yang terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 
sejak tanggal 23 September 2013 dengan registrasi perkara Nomor 
85/PUU-XI/2013. Dengan berbagai pertimbangan, maka pada 
tanggal 17 September 2014 Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia menjatuhkan putusan dalam Rapat Permusyawaratan 
Hakim. Kemudian secara resmi dalam Sidang Pleno terbuka untuk 
umum pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi dalam 
mengabulkan permohonan tersebut menyatakan:103 
 Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima; 
                                            
      103 Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 146. 
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 Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon 
IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, 
Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya; 
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) 
berlaku kembali; 
 Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Hakim MK memberlakukan kembali UU Pengairan sebagai 
pengganti UU Sumber Daya Air. Pemberlakuan kembali UU 
Pengairan oleh Mahkamah dimaksudkan untuk menghindari 
terjadinya kekosongan hukum (rechtvacuum) yang dapat berakibat 
terjadinya kekacauan hukum (rechtsverwarring) dan sembari 
104 
 
menunggu pembentukan Undang-Undang baru terkait sumber daya 
air.  
Implikasi hukum dari pembatalan UU sumber daya air yaitu 
berbagai jenis perizinan yang telah diterbitkan berdasarkan rezim UU 
Sumber Daya Air tetaplah harus diakui legalitasnya sampai 
berakhirnya masa berlakunya izin namun tidak diperkenankan 
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan 
sumber daya air. Oleh karena itu, instansi/pejabat yang berwenang 
menerbitkan izin sudah seharusnya bersikap proaktif untuk 
melakukan evaluasi terhadap berbagai izin yang telah diterbitkan. 
Sedangkan, UU Pengairan yang diberlakukan kembali harus 
memperhatikan keterkaitan dengan UU PPLH karena air merupakan 
salah unsur yang penting dan berpengaruh bagi lingkungan hidup 
dan juga pada Pasal 44 UU PPLH menyatakan bahwa ”Setiap 
penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional 
dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan 
hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.  
Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola 
dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas 
keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan 
hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan 
budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi 
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lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan 
terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.104 
Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan 
seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, 
kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai 
oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan 
mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.105 
Pasal 14 UU PPLH mengatur instrumen pencegahan untuk 
semua kegiatan dan/atau usaha yang berdampak bagi lingkungan 
hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup terdiri atas: 
 
a. KLHS;  
b. tata ruang;  
c. baku mutu lingkungan hidup;  
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;  
e. amdal;  
f. UKL-UPL;  
g. perizinan;  
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;  
                                            
     104 Lihat: Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
     105 Lihat: Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;  
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;  
k. analisis risiko lingkungan hidup;  
l. audit lingkungan hidup; dan  
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau 
perkembangan ilmu pengetahuan.  
Ketentuan   Pasal   2, 3, dan 4 UU Pengairan  menyatakan 
bahwa: 
“Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang 
terkan dung didalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 
angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini mempunyai fungsi sosial 
serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.” 
 
1) Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam 
yang terkandung didalanmya seperti dimaksud dalam Pasal 
1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini dikuasai oleh Negara. 
2) Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal 
ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :  
a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan 
atau sumber-sumber air;  
b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin 
berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata 
pengaturan air dan tata pengairan;  
c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin 
peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau 
sumber-sumber air; 
d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin 
pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air;  
e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum 
dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau 
badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-
sumber air;  
3) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap 
menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat 
setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan Nasional.  
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“Wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 
Undang- undang ini, dapat dilimpahkan kepada instansi-
instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau 
badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-
caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah” 
  
Makna penguasaan Negara atas sumber daya air dan fungsi 
sosial atas air dalam pasal-pasal tersebut perlu di tafsirkan dengan 
makna penguasaan Negara yang kewenangannya telah diperluas 
melalui putusan-putusan MK namun sisi lain makna pengusahaan 
sumber daya air perlu dibatasi secara ketat oleh pembatasan-
pembatasan yang telah dibuat MK  
Dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya mekanisme 
pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Undang-Undang 
Pengairan adalah 
1. Perencanaan Teknis 
Dalam hal ini Perencanaan merupakan kegiatan-kegiatan dan 
usaha-usaha untuk merumuskan sesuatu dasar tuntunan guna 
sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang luas dan berskala 
makro, sebagai hasil dari penghubungan dan pengolahan dari tugas 
pokok, tugas utama, cetusan, gagasan, pengetahuan, pengalaman 
dan keadaan. Sedangkan Perencanaan Teknis Merupakan kegiatan-
kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian rencana 
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sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang 
lingkup yang tertentu dan berskala rmikro serta bersifat teknis.106 
perencanaan dan perencanaan teknis yang dilakukan 
pemerintah, bentuk tata pengaturan air dan tata pengairan serta 
pembangunan pengairan pada dasarnya disusun dengan tujuan 
untuk kepentingan umum. hasil dari perencanaan dan perencanaan 
teknis akan berbentuk rencana-rencana dan rencana-rencana teknis 
tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan 
pengairan. Model perencanaan pengelolaan air pada dasarnya untuk 
keperluan rakyat disegala bidang dengan memperhatikan  urutan 
prioritas. Perencanaan dan rencana teknis pada dasarnya bertujuan 
untuk memperoleh tata air yang baik berdasarkan Pola Dasar 
Pembangunan Nasional dan dilaksanakan untuk kepentingan yang 
bersifat nasional, regional dan Iokal.107    
2. Pembinaan 
Pada dasamya pembinaan dalam proses pengelolaan sumber 
daya  air sangat diperlukan agar daya tampung dan daya dukung 
dari  lingkungan tetap terjaga. Terkait hal tersebut , Pemerintah 
menetapkan  tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan Pengairan 
menurut  bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan 
peranannya.  Tata cara tersebut meliputi:108 
                                            
      106 Lihat: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
      107 Ibid. 
      108 Lihat: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
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a. Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, 
perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan 
dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;  
b. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta 
pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan 
pengairan (saluran-saluran beserta bangunan-bangunannya) 
secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-
besarnya;  
c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air 
yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya;  
d. Melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak 
air terhadap daerah-daerah sekitarnya;  
e. Menyelenggarakan penelitian dan penyelidikan sumber-
sumber air;  
f. Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan 
pendidikan khusus dalam bidang pengairan.  
3. Pengusahaan 
Pengusahaan air pada dasarnya dimungkinkan oleh negara, 
yang  penting pemenuhan kebutuhan masyarat telah terpenuhi. 
Pengusahaan  air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk 
meningkatkan  kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada 
dasarnya dilakukan  oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, 
Badan Hukum, Badan  Sosial dan atau perorangan yang, melakukan 
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pengusahaan air dan atau  sumber-sumber air, harus memperoleh 
izin dari Pemerintah, dengan  berpedoman kepada asas usaha 
bersama dan kekeluargaan.109 
4. Eksploitasi dan Pemeliharaan  
Guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan 
pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik, perlu 
dilakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta 
perbaikan-perbaikan bangunan- bangunan pengairan tersebut 
dengan ketentuan:110 
a. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk 
memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok 
masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat, 
baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun 
perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya 
bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  
b. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk 
kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan 
oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.  
 
 
                                            
      109 Lihat: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
      110 Lihat: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
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5. Perlindungan 
Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan 
harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga 
kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini, dengan jalan:111  
a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;  
b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air 
terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;  
c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, 
yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;  
d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap 
bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi 
sebagaimana mestinya.  
Dalam banyak hal UU Pengairan sudah tidak sesuai lagi dengan 
kondisi saat ini. Undang-undang yang dibuat pada masa orde baru 
tersebut bersifat sentralisasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi 
pemerintahan sekarang yang menganut otonomi daerah dan juga 
terkait dengan sanksi hukum bagi setiap orang yang melakukan 
pengusahaan air dan/atau sumber-sumber air tanpa izin menurut 
Pasal 15 ayat (1) huruf b UU Pengairan ‘’diancam dengan hukuman 
penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)’’. Sedangkan menurut 
                                            
      111 Lihat: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
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Pasal 94 ayat (3) huruf b UU Sumber Daya Air ‘’dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)’’. Dengan demikian, 
sanksi hukum yang diatur dalam UU Pengairan sangat jauh lebih 
ringan daripada yang diatur dalam UU sumber daya air. Bahkan, 
sanksi pidana menurut UU Pengairan, karena menggunakan frasa 
“dan/atau” menjadi dimungkinkan diterapkan secara alternatif. 
Sedangkan sanksi pidana menurut UU Sumber Daya Air adalah 
mengunakan kata “dan”, sehingga bersifat komulatif.    
 Oleh karena itu, memberlakukan kembali UU Pengairan perlu 
disertai beberapa perubahan paradigma, terutama dalam memaknai 
hak menguasai negara yang telah diperluas tafsirannya oleh MK. 
Selanjutnya Pemerintah harus segera menyelesaikan pembentukan 
Peraturan baru mengenai sumber daya air dengan memperhatikan 
ketentuan UU PPLH dan juga harus mengatur dengan jelas 
partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya air 
sehingga sesuai dengan prinsip hak menguasai negara maupun 
enam pembatasan pengelolaan sumber daya air. 
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BAB V 
P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan di atas berikut ini dapat penulis simpulkan 
sebagai berikut:  
1. Pihak swasta (badan usaha dan individu) telah menyalahgunakan 
instrumen Hak Guna Usaha yang diberikan oleh UU Sumber Daya 
Air untuk menguasai sumber daya air. Hal ini bertentangan dengan 
prinsip hak menguasai negara yaitu penguasaan Negara atas 
sumber daya air dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian dalam 
pertimbangan hukumnya memberikan pembatasan dalam 
pengelolaan sumber daya air dan memperluas tafsir hak menguasai 
negara dengan memberikan prioritas utama pengelolaan sumber 
daya air kepada pemerintah melalui BUMN/BUMD namun juga tidak 
menolak peran pihak swasta selama tidak meniadakan penguasaan 
oleh negara yang mencakup  kekuasaan untuk mengatur 
(regelendaad), mengurus (bestuursdaad),  mengelola 
(baheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang  
menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya  
kemakmuran rakyat.  
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2. Implikasi setelah keluarnya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
85/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu: Hakim Mahkamah 
Konstitusi memberlakukan kembali UU Pengairan sembari 
menunggu penyusunan UU baru mengenai pengelolaan sumber 
daya air. UU Pengairan tersebut berpedoman pada asas usaha 
bersama dan kekeluargaan dalam pengusahaan sumber daya air. 
Namun demikian, UU Pengairan juga memiliki kekurangan karena 
tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Undang-undang yang dibuat 
pada masa orde baru tersebut bersifat sentralisasi sehingga tidak 
sesuai dengan kondisi pemerintahan sekarang yang menganut 
otonomi daerah. Di lain hal berbagai jenis perizinan yang telah 
diterbitkan berdasarkan rezim UU Sumber Daya Air tetaplah harus 
diakui legalitasnya sampai berakhirnya masa berlakunya izin, tetapi 
harus sesuai dengan pembatasan dalam pengelolaan sumber daya 
air.  
 
B. Saran  
Bertolak dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka 
penulis memandang perlu untuk menyarankan :  
1. Instansi/pejabat yang berwenang menerbitkan izin pengelolaan 
sumber daya air harus bersikap proaktif untuk melakukan evaluasi 
terhadap berbagai izin yang telah diterbitkan pada rezim UU sumber 
115 
 
daya air, apakah sudah sesuai dengan enam prinsip pembatasan 
sumber daya air.  
2. UU Pengairan yang diberlakukan kembali oleh Mahkamah Kontitusi 
bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum akan tetapi, belum 
dapat menyelesaikan masalah dalam pengelolaan sumber daya air 
karena UU tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karena 
itu, Pemerintah perlu segera menyelesaikan peraturan baru yang 
sesuai kondisi saat ini dengan memperhatikan ketentuan UU PPLH 
dan  juga harus mengatur dengan jelas partisipasi pihak swasta 
dalam pengelolaan sumber daya air sehingga sesuai dengan prinsip 
hak menguasai negara maupun enam pembatasan pengelolaan 
sumber daya air. 
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